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ABSTRAK 

 

Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang 

bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sesuai 

dengan amanat UUD 1945 khususnya pada Pasal 24 ayat (1). Hakim Agung sebagai 

pilar dari kekuasaan kehakiman dituntut untuk profesional, berintegritas, imparsial 

dan berhati nurani. Tugasnya yang sangat mulia seringkali Hakim Agung disebut 

sebagai Wakil Tuhan di muka bumi, karena di tangan merekalah kehidupan seseorang 

ditentukan. Oleh sebab itu, proses seleksi Hakim Agung begitu sangat penting. 

Terlebih munculnya Publict Distrust yang diakibatkan buruknya citra Peradilan  yang 

korup serta proses rekruitmen yang tidak transparan. Dibutuhkan proses mekanisme 

yang baik agar dapat meminimalisir terjadinya Abuse of Power dalam proses seleksi 

calon Hakim Agung. Munculnya Putusan MK Nomor 27/PUU-XI/2013 

menimbulkan perubahan seleksi Hakim Agung secara signifikan, yaitu yang 

sebelumnya DPR dapat memilih calon Hakim Agung yang diusulkan oleh KY, 

sekarang pasca Putusan tersebut DPR hanya dapat memberikan persetujuan saja 

terhadap calon Hakim Agung.  Adanya putusan MK tersebut juga menimbulkan 

implikasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam hal pemilihan calon Hakim 

Agung, sehingga menimbulkan rumusan masalah yang kemudian harus dicari seperti 

implikasi pemilihan calon Hakim Agung oleh DPR dan KY pasca Putusan MK 

Nomor 27/PUU-XI/2013 dan pendapat para Ahli Hukum Tata Negara apabila 

pemilihan Hakim Agung oleh DPR ditolak. 

Untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan 

pendekatan yuridis sosiologis dengan metode pengumpulan data studi pustaka 

(library research) baik pada referensi umum, hingga data-data sosiologis yang 

dikeluarkan oleh lembaga-lembaga survei yang berkaitan dengan subtansi penelitian. 

Selain itu data tersebut dikombinasikan dengan pendapat para Ahli Hukum Tata 

Negara yang concern di bidangnya. Kemudian semua data yang terkumpul dianalisis 

secara kualitatif dan teoritis. 

Dari penelitian tersebut terjawab beberapa implikasi pemilihan calon Hakim 

Agung setelah munculnya putusan MK yaitu posisi KY lebih kuat karena sudah tidak 

lagi terpaku pada pengajuan calon sesuai dengan kuota yang ada di DPR, munculnya 

yudicial review terhadap Undang-undang lain terkait jabatan publik yang proses 

seleksinya melalui persetujuan DPR. Sama seperti proses seleksi Hakim Agung di 

Amerika Serikat, yang mana bentuk pelaksanaan sistem checks and balances dalam 

pemilihan hakim agung yaitu antara Presiden dan Senat. Jika terjadi penolakan calon 

Hakim Agung di DPR setelah putusan MK akan mengakibat kekosongan hukum, 

karena keterdesakan kebutuhan hakim agung di MA, dan sampai pada hari ini belum 

ada pembatasan perkara yang dapat masuk ke tingkat kasasi. Solusi yang dapat 

dilakukan yaitu membentuk standar yang jelas atas penolakan ataupun penerimaan 

calon Hakim Agung di DPR, sehingga secara argumentatif masyarakat dapat menilai. 

Jika masih saja ada penolakan dapat diusulkan pada rapat paripurna DPR dan 

mempertegas peraturan yang melimitasi penolakan calon Hakim Agung di DPR. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Konsep Negara Hukum dan Demokrasi memiliki nilai historis yang 

sama, yakni dilahirkan untuk membendung adanya kesewenang-wenangan 

dari kekuasaan yang mempraktikkan sistem yang absolut dan mengabaikan 

hak-hak dari rakyat itu sendiri.
1
 Dari berbagai macam versi sejarah yang 

ada hampir semua mengatakan bahwa, lahirnya negara hukum yang 

demokratis juga karena upaya rakyat proletar dalam melawan absolutisme 

kelompok bourjuis.
2
 

Konsepsi Negara Hukum sebenarnya sudah jauh difikirkan pada 

abad sebelum masehi dan bahkan sebelum ilmu negara disentuh dalam 

benak fikiran para filosof terdahulu. Secara embrionik, gagasan negara 

hukum telah dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles, ketika ia 

mengintroduksi konsep Nomoi, sebagai karya tulis ketiga yang dibuat di 

usia tuanya. Dalam Nomoi, Plato menguraikan bentuk-bentuk 

pemerintahan yang mungkin dijalankan. Plato mengemukakan bahwa 

penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan 

(hukum) yang baik. Di situ diuraikan juga bahwa pemerintahan harus 

                                                           
1
 Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 161. 

 
2
 Francis Fukuyama, The End of History and The Last Man, (Yogyakarta: Qolam, 

2004), hlm. 7. 
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berdasarkan peraturan hukum dan dalam menjalankan pemerintahan tidak 

diperbolehkan adanya kesewenang-wenangan. Di samping itu pembagian 

kekuasaan juga tidak luput dari salah satu konsepsi Negara Hukum 

menurut Plato. Intinya bahwa hukum itu tidak seharusnya mengabdi 

kepada kepentingan politik sektarian dan primordial melainkan kepada 

cita-cita politik dalam kerangka kenegaraan. Menurut Hans Kelsen hukum 

itu merupakan sebuah tatanan normatif yang menjadi pedoman saklek atas 

kesepakan antara rakyat dengan penguasa, sehingga hukum itu hadir 

menjadi keniscayaan sebagai jaminan rasa aman di dalam kehidupan 

masyarakat.
3
  

Dalam term ini, walaupun sejarah mengatakan begitu kuatnya 

supremasi hukum yang harus melekat pada suatu negara, Indonesia yang 

juga termasuk entitas negara, ternyata memiliki cerita yang berbeda dalam 

hal pergulatan supremasi hukumnya. Fenomena ini mengingatkan 

penyusun bahwa negara Indonesia adalah negara subur penuh dengan 

kekayaan sumber daya alam yang melimpah, namun sayang, sebagian 

besar potensi kekayaan lokal tersebut telah dikuasai corporate asing dalam 

domain sahamnya. Indonesia hanya bisa menggigit jari sementara negara 

tamu dengan garang mengambil kekayaan tuan rumahnya. Hal tersebut 

                                                           
3
 Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 157. 
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tentu tak lain karena masih banyaknya instrumen pemerintahan yang 

lemah, khususnya terkait regulasi dan penegakan hukum.
4
 

Beberapa proses sejarah telah dilalui Indonesia mulai awal 

kemerdekaan sampai era Reformasi sekarang ini. Hiruk pikuk perjuangan 

para founding fathers untuk menentukan posisi politiknya juga 

berpengaruh terhadap konfigurasi politik hukum yang berlaku saat itu. 

Pada masa Orde Baru merupakan pemerintahan yang paling extream, 

karena hukum yang seharusnya melindungi masyarakat justru menikam 

masyarakat. Hukum hanya dijadikan otoritas formal untuk melindungi 

proyek-proyek penguasa. Kemandirian Hakim dalam memutus perkara 

mengalami fase yang krisis karena tidak adanya pemisahan kekuasaan 

pada waktu itu. Demokratisasi waktu itu dibungkam, sehingga tidak ada 

istilah aspiratif, akomodatif, dan representatif. Hal ini di tandai dengan 

peran media yang sangat minim dalam hal independensitas redaksi. 

Bahkan peristiwa yang menimpa Koran Tempo waktu itu,
5
 menandakan 

bahwa kekuasaan pada masa itu sangat otoriter. 

Pasca Orde Baru, Indonesia mulai membenahi pemerintahannya, 

yaitu dengan melakukan reformasi birokrasi dan membangun sistem 

                                                           
4
 Abdul Rozaki, Mendemokratisasi Negara, Pasar, dan Masyarakat Sipil, 

(Yogyakarta: IRE, 2012), hlm. 35. 

 
5
 Pada Tahun 1982, untuk pertama kalinya Tempo dibredel. Tempo dianggap terlalu 

tajam mengkritik rezim Orde Baru dan kendaraan politiknya, Golkar. Saat itu tengah 

dilangsungkan kampanye dan prosesi Pemilihan Umum. Tapi akhirnya Tempo diperbolehkan 

terbit kembali setelah menandatangani semacam "janji" di atas kertas segel dengan Ali 

Moertopo, Menteri Penerangan saat itu ( zaman Soeharto ada Departemen Penerangan yang 

fungsinya, antara lain mengontrol pers). 
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demokrasi yang lebih terjamin dalam bingkai yuridis. Orde Baru yang 

terlalu diktator membuat parlemen Indonesia mengekpresikan sikap 

politiknya dengan mengubah paradigma bangsanya yang konstitusional. 

Hal ini artinya bahwa Negara Indonesia harus mengkonstruksikan kembali 

paham kedaulatan rakyat melalui rumusan konstitusi sebagai sumber 

hukum tertulis yang paling tinggi dan dilaksanakan dalam format Negara 

Hukum. Berbicara tentang Negara Hukum tentu tidak terlepas dari 

beberapa hal yang melatar belakangi kenapa kemudian suatu negara bisa 

dikatakan sebagai Negara Hukum. Menurut Franz Magnis Suseno 

mengatakan bahwa ada empat syarat dalam gagasan negara hukum yang 

saling berhubungan satu sama lain, yaitu pertama, adanya Asas Legalitas 

yang bearti pemerintah bertindak semata-mata atas dasar hukum yang 

berlaku; kedua, adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman 

terutama dalam fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan; ketiga, 

adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; dan 

keempat adanya pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi atau hukum 

dasar.
6
 Melihat dari pendapat di atas dalam tataran implimentasi Indonesia 

mengalami kegalauan, yang mana sampai sejauh ini cita Negara Hukum 

                                                           
6
Franz Magnis-Suseno memberikan catatan khusus berkaitan dengan ciri adanya 

kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman. Menurutnya, dengan adanya asas 

kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman dari cabang kekuasaan negara lainnya, 

maka diharapkan badan yudikatif dapat melakukan kontrol segi hukum terhadap kekuasaan 

negara di samping untuk mencegah dan mengurangi kecenderungan penyalahgunaan 

wewenang atau kekuasaan. Tidak adanya kemandirian kekuasaan kehakiman terutama dari 

pengaruh kekuasaan pemerintah (eksekutif), akan membuka peluang pada penyalahgunaan 

kekuasaan dan pengabaian hak-hak asasi manusia oleh penguasa, karena kekuasaan 

kehakiman yang secara konstitusional memiliki wewenang untuk menjalankan fungsi kontrol 

terhadap kekuasaan pemerintah sulit menjalankan fungsinya tersebut. Franz Magnis- Suseno, 

Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 

298-301. 
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yang diimpikan masih jauh dari harapan. Beberapa praktek penegakan 

hukum di Indonesia sampai hari ini sangat memprihatinkan. Entah apakah 

sistemnya yang salah, ataukah para aktor penegak hukum yang keterlaluan 

mempermainkan hukum untuk menaikkan karier profesinya  sendiri. Tentu 

hal ini masih menjadi tugas besar oleh para pemangku kekuasaan bangsa 

ini. 

Secara yuridis sebenarnya di Indonesia sudah sedemikian rupa 

membuat peraturan untuk melindungi hak konstitusional setiap warga 

negara, namun masih saja tersisa kelemahan di dalam redaksional 

peraturan yang di buat oleh lembaga legislatif. Salah satu persoalan yang 

menjadi perhatian khalayak sekarang adalah tentang independensi Hakim 

Agung dalam memutus perkara para justiciable di Indonesia. 

Pertimbangannya tidak lain adalah bahwa hakim agung merupakan hakim 

tertinggi di Mahkamah Agung yang mengadili pada tingkat terakhir dalam 

upaya hukum di Indonesia, Sehingga tidaklah ideal ketika kemudian 

bangku hakim agung diduduki oleh para pencari kerja, petualang politik 

atau pengabdi kepentingan sekelompok orang. Faktor integritas, 

profesional dan independensi ini penting sebagai upaya untuk menegakkan 

hukum yang berkeadilan dan berperan dalam melakukan reformasi 

peradilan di Indonesia saat ini. Maraknya judicial corruption dan 

lemahnya kualitas putusan para Hakim Agung menyebabkan lembaga 

peradilan semakin terpuruk. Tidak heran apabila organisasi internasional, 

dalam laporannya pada Juli 2003 menempatkann indonesia pada urutan 
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keenam tertinggi tingkat korupsinya dari 48 negara yang diteliti. Yang 

menarik dikatakan dalam laporan itu bahwa pelaku yang paling korup di 

Indonesia itu berada di jajaran peradilan (32,8%), kemudian diikuti oleh 

partai-partai politik (16,3%), utilitas umum seperti telepon (11,1%), polisi 

(10,2%), dan sistem pendidikan (8,7%).
7
 Kemudian pada data terakhir dari 

Transparansi Internasional Indonesia yang me-realease data tentang 

Perseption Corruption Index (PCI) Indonesia yang mengatakan bahwa 

Indoesia berada pada posisi stagnan di angka 32. Tahun 2013 ini Indonesia 

meningkat ke posisi 144 dari 177 negara. Posisi ini sangat jauh dari target 

yang mana pada tahun 2013 target 50 sedangkan kenyataannya stagnan 

hanya 32.
8
 Hal ini lagi-lagi yang memberikan kontribusi besar dalam 

korupsi termasuk institusi peradilan. Oleh karena itu, sangatlah berarti 

bahwa hanya di pundak para hakim inilah peran terbesar untuk 

menegakkan kembali citra lembaga Peradilan. 

Uraian di atas memberikan gambaran penyusun menemukan 

tendensi kecurigaan yang mendalam kenapa kemudian termotivasi 

melakukan penelitian tentang persoalan ini. Dalam hal rekruitmen hakim 

saja telah terjadi kejanggalan, hal ini sebagaimana telah dirasakan oleh 

para pemohon uji materi terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 

tentang Mahkamah Agung dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 

                                                           
7
 Shidarta, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, (Yogyakarta: Genta 

Publishing, 2013), hlm. 291. 

 
8
 Kompas, “Prestasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” hari Rabu tanggal 4 

Desember 2013, hlm. 3. 
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tentang Komisi Yudisial ke Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan MK 

Nomor 27/PUU-XI/2013 pada intinya pemohon memberikan dalil bahwa 

yang pertama ialah, bahwa sangat tidak bijak dan arif ketika sebuah pelaku 

kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri ternyata dalam penentuan 

seleksinya dilakukan oleh lembaga yang berbasis politik yaitu Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR). Sudah bukan rahasia lagi bahwa potensi yang 

akan timbul mengingat praktek korup yang sering kali akhir-akhir ini 

dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sehingga tidak menutup 

kemungkinan bahwa dalam prosesi seleksi Hakim Agung juga dapat 

terjadi manufer dan bergaining politik serta kontestasi kepentingan-

kepentingan politik. Lebih ironis lagi bahwa seleksi yang dilakukan oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap calon Hakim Agung terdapat 

kesamaan seperti yang dilakukan oleh Komisi Yudisial yaitu Pembuatan 

makalah, penelusuran rekam jejak, dan wawancara terbuka.
9
 

Kemudian alasan yang kedua, terdapat klausal gramatikal yang 

berbeda antara UUD 1945 dengan undang-undang sektoralnya yang 

mengatur berkaitan dengan Hakim Agung mulai dari kedudukan Hakim 

Agung sampai seleksi, dan menetapannya. Undang-undang tersebut di 

antaranya adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang 

Mahkamah Agung, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang 

Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), dan 

                                                           
9
 Keputusan Rapat Musyawarah DPR RI, tanggal 24 Mei 2012 serta ketentuan Pasal 

191 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib DPR RI 



8 
 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Pasal 

24A ayat (3) UUD 1945 memberikan wewenang kepada DPR hanya 

melakukan persetujuan saja terhadap calon Hakim Agung, namun pada 

Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Mahkamah Agung DPR dapat Memilih 

calon Hakim Agung.  

Kemudian dikatakan juga bahwa pada pengangkatan Hakim Agung 

dengan pola memilih, menimbulkan konsekuensi kepada KY untuk 

mengajukan calon Hakim Agung lebih dari jumlah calon Hakim Agung 

yang dibutuhkan. Hal ini terbukti dengan dibuatnya ketentuan Pasal 18 

ayat (4) UU KY yang mengharuskan KY mengajukan 3 (tiga) calon 

Hakim Agung kepada DPR untuk setiap lowongan Hakim Agung. Hal ini 

dalam praktiknya juga cukup menyulitkan KY untuk memenuhi jumlah 

calon Hakim Agung yang harus diajukan melebihi dari jumlah yang 

dibutuhkan dan menganggu proses rekruitment Hakim Agung. Selain itu 

pemohon yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan,
10

 juga mengaitkan 

persoalan kewenangan subtantif Dewan Perwakilan Rakyat pada Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, 

DPR, DPD dan DPRD (MD3) dalam Pasal 71 yang mengatur mengenai 

tugas dan wewenang DPR huruf p menjelaskan bahwa “memberikan  

persetujuan  calon  Hakim  Agung  yang diusulkan  Komisi  Yudisial  

                                                           
10

 Pemohon masing-masing adalah Made Dharma Weda, RM. Panggabean, 

Laksanto Utomo. Mereka merupakan mantan calon hakim agung yang pernah lolos dalam 

seleksi Hakim Agung oleh Komisi Yudisial, dan kemudian digugurkan pada tahap seleksi di 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 
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untuk  ditetapkan  sebagai Hakim Agung oleh Presiden.” Dari sinipun 

pemohon semakin yakin bahwa beberapa Pasal tersebut di atas tidak 

mempunyai hukum yang mengikat dan bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar 1945. 

Setelah dilalui beberapa proses musyawarah para hakim Konstitusi 

yang mengadili pada waktu itu dari hari Senin, tanggal Delapan, bulan 

Juli, tahun Dua Ribu Tiga Belas, dan  akhirnya putusan diucapkan dalam 

sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, 

tanggal Sembilan, bulan Januari, tahun Dua Ribu Empat Belas yang 

menyatakan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 

Di antanya yaitu ; 

1. Kata “dipilih” dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4958) bertentangan dengan 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

sepanjang tidak dimaknai “disetujui”; 

2. Frasa “3 (tiga) calon” dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 

18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 

Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5250) bertentangan dengan Undang-
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Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak 

dimaknai “1 (satu) calon”;  

Dari dikeluarkannya putusan tersebut tidak menyulutkan penyusun 

untuk berhenti dalam menelaah pemilihan calon Hakim Agung di negeri 

ini. Walaupun secara yuridis normatif kewenangan Dewan Perwakilan 

Rakyat sudah dipangkas, tidak menutup kemungkinan masih terjadinya 

ketidak adilan dalam pemilihannya. Karena dalam persetujuan di dalam 

intern DPR hal yang biasa digunakan melalui jalur voting, sehingga tentu 

akan berpotensi terjadi implikasi-implikasi tertentu terhadap pemilihan 

Hakim Agung. 

Berdasarkan uraian di atas sangatlah menarik untuk dibidik lebih 

jauh dalam tinjauan kritis terhadap pemilihan calon Hakim Agung oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat dan Komisi Yudisial pasca Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 tentang pengujian materiil Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 

tentang Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, khususnya implikasi yang 

mungkin dapat terjadi. 

 

B. Rumusan Masalah 

Setelah memaparkan latar belakang di atas, maka dapat di 

rumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi episentrum 
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penelitian pada kesempatan kali ini. Adapun pokok permasalahannya 

ialah; 

1. Bagaimanakah implikasi pemilihan calon Hakim Agung oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat dan Komisi Yudisial pasca putusan Mahkamah 

Konstitusi nomor 27/PUU-XI/2013 tentang pengujian materiil 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 18 

Tahun 2011? 

2.  Bagaimanakah pendapat para Ahli Hukum Tata Negara apabila 

pemilihan Hakim Agung oleh Dewan Perwakilan Rakyat ditolak ? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Adapun tujuan yang akan di tempuh dan menjadi harapan penulis 

dalam melakukan penelitihan ini adalah; 

1. Untuk mengetahui implikasi pemilihan calon hakim agung oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat dan Komisi Yudisial pasca putusan Mahkamah 

Konstitusi nomor 27/PUU-XI/2013 tentang pengujian materiil 

Undang-undang nomor 3 tahun 2009 dan Undang-undang nomor 18 

tahun 2011 

2. Untuk mengetahui pendapat para Ahli Hukum Tata Negara mengenahi 

penolakan Hakim Agung oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

Adapun kegunaan penulisan skripsi ini adalah yang pertama; 

secara normatif yuridis dapat memberikan kepastian hukum terhadap 
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mekanisme Pemilihan calon Hakim Agung yang selama ini telah 

dilakukan oleh dua lembaga yang berbeda, di satu sisi Komisi Yudisial 

sebagai lembaga yang mandiri pemangku kode etik para (code of etic) 

hakim sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga 

hasil dari kaderisasi Partai Politik. Kedua; hasil penelitihan ini dapat juga 

berguna bagi semua pembaca dalam melepaskan dahaga keilmuan yang 

selama ini mengalami kebuntuan. Penelitihan ini juga dapat sebagai 

metode autokritik terhadap praktek ketatanegaraan bangsa ini yang 

semakin liar dan sewenang-wenang.  

 

D. Telaah Pustaka 

Pada tahap ini penyusun telah menyadari sudah demikian banyak 

penelitian yang dilakukan di luar sana terkait obyek penelitian ini yaitu 

tetang Pemilihan Hakim Agung di Indonesia atau premis lain yang hampir 

sama. Di dalam proses penelurusan referensi yang dilakukan setidaknya 

ada beberapa referensi yang dapat disandingkan pada kesempatan kali ini 

sebagai bukti orisinalitas penelitian ini. 

Karya ilmiah yang pertama ditulis oleh Sulasi Rongiyati dengan 

judul “Menjaring Hakim Berintegritas Melalui Seleksi Calon Hakim 

Agung.” Dalam tulisan itu dijelaskan bagaimana semestinya seleksi hakim 

agung yang berkualitas, berintegritas dan benar-benar dapat 

mempunggawai para pencari keadilan di negeri dan bangsa ini. Dalam 
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proses uji kepatutan dan kelayakan dan para calon Hakim Agung 

diwajibkan membuat makalah dengan topik tertentu serta menjawab 

pertanyaan-pertanyaan dengan tujuan mengetahui sejauh mana visi dan 

misi, integritas, kapasitas dan komitmen, serta kapasitas dan kompetensi 

yang dimiliki para calon Hakim Agung. Selain itu dalam hal penyeleksian 

Hakim Agung, terkait mekanisme dan daftar para calon seharusnya 

melibatkan sistem tranparansi agar masyarakat dapat terlibat memberikan 

masukan agar menjadi pertimbangan. Tulisan tersebut juga menguak kasus 

Daming Sanusi yang telah menghakimi para perempuan yang menjadi 

korban pemerkosaan setelah menjawab pertanyaan anggota Komisi III 

DPR, sehingga DPR memutuskan untuk tidak menerima sebagai Hakim 

Agung.
11

 Dari urian tulisan di atas jelas masih belum membidik terkait 

tinjauan yuridis ataupun analisis pemilihan calon Hakim Agung pasca 

Putusan MK Nomor 27/PUU-XI/2013 yang dilakukan oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Yudisial sehingga masih jauh 

berbeda dari penelitian penulis.  

Karya ilmiah yang ke-dua ditulis oleh tim dari Yayasan Lembaga 

Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) dengan tema “Memilih Hakim Agung 

Terpilih, catatan atas seleksi wawancara calon Hakim Agung.” Dalam 

tulisan ini mengupas beberapa hal terkait mekanisme seleksi Hakim 

Agung dari KY yang kemudian di usulkan kepada DPR sebelum adanya 

Putusan MK Nomor 27/PUU-XI/2013. Psikologi jawaban atas wawancara 

                                                           
11

 Sulasi Rongiyati, Menjaring Hakim Berintegritas Melalui Seleksi Calon Hakim 

Agung, di terbitkan pada Jurnal Info Singkat Hukum DPR RI, 2013, hlm. 3 
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juga menjadi pertimbangan atas bobot dari kredibilitas ilmu sang calon 

terhadap track record yang sudah selama ini dilakuakan. Kelemahan dan 

kelebihan dalam prosesi seleksi juga tak luput dari jangkauan analisis 

dalam tulisan ini.
12

  

Selelah menelaah dan meninjau karya tulis ini, pun penulis belum 

menemukan aspek yuridis secara eksplisit untuk menjadi tinjauan atau 

pijakan dalam menganalisis tulisan ini, sehingga terkait Analisis terhadap 

implikasi pemilihan calon Hakim Agung pasca Putusan Mahkamah 

konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 memang belum tersentuh oleh karya 

tulis tersebut. 

Karya ilmiah ke-tiga adalah sebuah karya ilmiah yang ditulis di 

dalam Buletin Media Informasi Hukum dan Peradilan Komisi Yudisial 

dengan Tema “Seleksi Ideal Kandidat Wakil Tuhan.” Seperti karya ilmiah 

sebelumnya, isi dari tulisan ini masih menguak tentang kritisisasi terhadap 

mekanisme dan metedologi tentang seleksi Hakim Agung sebelum adanya 

Putusan MK Nomor 27/PUU-XI/2013. Sedikit berbeda dalam tulisan ini 

yang mana sempat membidik tentang sistem kamar yang diberlakuakan 

oleh MA terhadap penanganan kasus perkasus, sehingga tidak lagi ada 

hakim dari peradilan militer menangani perkara perceraian dan lain 

sebagainya. Tulisan ini juga masih belum menyentuh terhadap analisi 

pemilihan calon Hakim Agung pasca Putusan MK Nomor 27/PUU-

                                                           
12

 Jurnal Hukum yang diterbitkan oleh YLBHI tentang Pemantauan Analisa Proses 

Seleksi Hakim Agung, volume 13, 2007, hlm. 12 
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XI/2013 yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 

Komisi Yudisial.
13

 

Karya ilmiyah yang ke-empat adalah sebuah karya ilmiah yang 

ditulis di dalam sebuah jurnal Kriminologi Indonesia dengan Tema 

“Hanya Hakim Yang Bersih dan Kompeten yang Layak Adili Koruptor.” 

Isi dari tulisan tersebut hanya berkutat pada kriteria hakim yang baik. 

Beberapa kriteria tersebut misalnya: memiliki kemampuan hukum (legal 

skill) dan pengalaman yang memadai; memiliki integritas, moral dan 

karakter yang baik; mencerminkan keterwakilan dari masyarakat (baik 

secara ideologis, etnis, gender, status sosial-ekonomi dan sebagainya); 

memiliki nalar yang baik; memiliki visi yang luas; memiliki kemampuan 

berbicara dan menulis; mampu menegakkan negara hukum dan bertindak 

independen dan impasial; memiliki kemampuan administratif; dan 

efisien.
14

 

Karya yang kelima adalah Skripsi yang ditulis oleh Munawar 

Safari dari Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga 

Yogyakarta dengan judul “Rekrutmen Calon Hakim Agung di Indonesia 

Perspektif Hukum Islam.” Isi dari tulisan tersebut yaitu mengenahi kaidah-

kaidah, etika dan prinsip hukum Islam yang dapat diterapkan dalam seleksi 

calon Hakim Agung Indonesia, sehingga prosesi tersebut akan 

                                                           
13

 Buletin Media Informasi Hukum dan Peradilan Komisi Yudisial, Seleksi Ideal 

Kandidat Wakil Tuhan, volume 7 Tahun 2012, hlm. 15. 

 
14

 Rifqi Sjarief Assegaf, “Hanya Hakim yang Berih dan Kompeten yang Layak Adili 

Koruptor,” Jurnal Kriminologi Indonesia,  Vol. 2 No. I Januari 2002: 8 – 18. 
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menghasilkan maslahat bagi seluruh umat. Tulisan tersebut memberikan 

gambaran terkait model rekrutmen hakim dalam Islam seperti 

pengangkatan oleh Rasullah atau Khilafah dan Pengangkatan oleh Qodi 

dan al-Qudah.
15

 Dari sini karya tersebut tidak bisa dipersamakan dengan 

karya Skripsi yang sedang penyusun kerjakan, karena walaupun obyek 

yang sama, namun telaah dan analisisnya berbeda yaitu menggunakan 

hukum konvensional dan telaah Putusan MK. 

Karya ilmiah terakhir yang akan disandingkan dalam term tinjauan 

pustaka kali ini adalah diambil Jurnal Laporan Khusus Komisi Yudisial, di 

tulis oleh M. Purwadi dengan tema; “Jejak Langkah Memilih Wakil 

Tuhan.” Tulisan ini membahas jejak para pendaftar calon Hakim Agung di 

Komisi Yudisial pada periode 2012. Ada tulisan yang menarik pada karya 

tulis tersebut bahwa tidak seharusnya Komisi Yudisial harus menurunkan 

standar kualitas untuk memenuhi kuota yang diminta DPR, jika memang 

tidak memungkinkan dari segi kualitas ataupun integritas. Ketua Komisi 

Yudisial Eman Suparman mengaku tidak ingin kecolongan meloloskan 

calon Hakim Agung yang tidak berintegritas. “Dalam memutuskan mereka 

lulus atau tidak faktor integritas jadi pertimbangan utama agar kami jangan 

sampai kecolongan dan tertipu,” ungkap Eman.
16

 

                                                           
15

 Skripsi oleh Munawar Safari , “Rekrutmen Calon Hakim Agung di Indonesia 

Perspektif Hukum Islam.”, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga 

Yogyakarta, 2008, hlm. 98. 

 
16

 Ditulis oleh Purwadi dalam Laporan khusus komisi yudisial jejak khusus langkah 

Wakil Tuhan, Majalah Media Informasi Hukum dan Peradilan, edisi Januari-Febuari 2013, 

hlm. 27. 
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Dari sekian telaah referensi yang dilakukan oleh penyusun, sampai 

sejauh ini belum ditemukan karya tulisan yang membahas tentang analisi 

pemilihan calon Hakim Agung pasca Putusan MK Nomor 27/PUU-

XI/2013 yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 

Komisi Yudisial dan sekarang menjadi konsentrasi pembahasan dalam 

penelitihan ini. Karena itu penyusun semakin yakin untuk terus 

melanjutkan penelitian ini untuk mencari jalan terang atas kebuntuan ilmu, 

teori, atau norma yang ternyata berbenturan terhadap realitas yang jauh 

dari idealisme yang ada. 

 

E. Tinjauan Teori 

1. Teori Kontrak Sosial 

Berangkat dari filosofi kehidupan manusia, Thomas Hobbes pernah 

mengatakan Homo Homeni lupus bahwa manusia adalah srigala bagi 

manusia lainnya. Mereka saling memangsa satu sama lain bagaikan 

serigala liar kehilangan kandangnya. Saling curiga dan merasa 

terancam kehidupannya. Dari situ kemudian muncul inisiatif di antara 

meraka perlunya sebuah instrumen yang dapat meredam ketimpangan 

tersebut. Muncullah institusi Negara beserta perangkatnya untuk 

mengatur dan memaksa manusia agar lebih tertib dan merasa aman 
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dalam menjalani kehidupan. Dalam arena ini Negara hadir sebagai obat 

penenang atas penyakit-penyakit masyarakat secara naluriah.
17

  

Di sisi lain Jean J. Rousseau memberikan asumsi bahwa negara 

terbentuk dari hasil perjanjian masyarakat (Teori Kontrak sosial), 

sehingga negarapun terbentuk karena kehendak masyarakat itu sendiri. 

Menurut teori ini negara memiliki cakupan fungsi membentuk hukum 

(legislatif), menerapkan hukum (eksekutif), dan menegakkan hukum 

(Yudikatif). Ketiga pilar ini sering disebut dengan Teori “Trias 

Politica” yang sudah mashur dan dipraktekkan hampir semua negara 

di belahan dunia ini termasuk Indonesia. Berbicara tentang sebuah 

negara tentu tidak terlepas dari sistem pemerintahannya.  

2. Teori Negara Hukum 

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem 

Presidensiil yang diiringi sistem distribution of power dengan check 

and balancis dan tidak ketinggalan negara yang menganut sistem 

pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Beberapa 

sistem tersebut sudah memberikan artikulasi jelas bahwa Indonesia 

adalah Negara Hukum. Dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (2) 

mengatakan bahwa, kedaulatan tertinggi negara berada di tangan 

rakyat dan dijalankan menurut undang-undang dasar ini. Kemudian 

pada ayat selanjutnya yaitu ayat (3) mengatakan, Negara Indonesia 

                                                           
17

 Franz Magnis Suseno, Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan 

Modern, (Jakarta: Gramedia Purtaka Utama, 1991), hlm. 200. 
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adalah Negara Hukum.
18

 Hal ini merupakan sebuah deklarasi yang 

nyata bahwa Negara Indonesia harus menjunjung tinggi yang namanya 

supremasi hukum sesuai yang diamanatkan konstitusinya. Pada zaman 

modern sekarang ini terdapat dua teori yang menjadi acuan primadona 

bagi negara-negara yang menganut supremasi hukum, yang pertama 

yaitu, konsep negara hukum yang dikembangkan di negara Eropa 

Kontinental dengan konsep negara Rechtstaat, dan pada waktu itu 

tokoh yang menjadi punggawanya adalah Julius Stahl. Menurut Stahl 

dalam konsep “Rechstaat” mencakup empat elemen utama yaitu; 

1. Perlindungan hak asasi manusia 

2. Pemisahan kekuasaan 

3. Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan 

4. Peradilan administrasi negara 

Sedangkan yang kedua diambil dari tradisi Anglo Saxon, konsep 

negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Decey, dengan 

sebutan “The Rule of Law”. Dalam hal ini Decey menyebutkan ada tiga 

elemen dalam konsep “The Rule of Law”, yaitu;
19

 

1. Supremacy of law 

2. Equality before the law 

3. Due proces of law 

Dari pemaparan kedua konsep negara hukum sudah mengalami 

elaborai yang sangat signifikan dalam perkembangan hukum dan 

                                                           
18

 Lihat Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) dan (3) Amandemen ketiga 
19

 Bambang Sutiyono dkk, Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di 

Indonesia, (Yogyakarta: UII PRESS, 2005), hlm. 8. 
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demokrasi yang ada. Setidanya tidak hanya berhenti dalam tataran 

kosep saja, realisasi praktis yang kemudian akan diuji kehandalannya 

dalam suatu negara. 

3. Teori Hierarki Peraturan Perundang-undangan 

Pada dasarnya bahwa Negara Indonesia bukanlah negara 

kekuasaan (machtstaat), melainkan negara hukum (rechtsataat), 

sehingga salah satu konsekuensi logisnya bahwa suatu negara hukum 

tidak dapat tercapai tanpa adanya kekuasaan kehakiman yang bebas 

dan merdeka. Hal ini dikarenakan secara koseptual bahwa yang 

namanya kekuasaan negara yang di berikan oleh masing-masing 

lembaga negara untuk menjalankan wewenang sudah menjadi hal yang 

biasa dipahami cenderung disalah gunakan, oleh karena itu kekuasaan 

kehakiman hadir sebagai pelaksana peradilan guna menegakkan 

hukum dan keadilan atas sengketa-sengketa tersebut di atas.  

Pengertian seperti tersebut merupakan bentuk pelaksanaan amanat 

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

tahun 1945 setelah amandemen ketiga tahun 2001, berbunyi: 

“kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 

keadilan.”
20

 Kemudian pada redaksi pasal selanjutnya mengatakan 

bahwa pelaku kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia ada dua 

lembaga yaitu Mahkamah Agung dan sebuah Mahkamah Konstitusi, 
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sedangkan posisi Hakim Agung merupakan hakim yang beracara di 

Mahkamah Agung itu sendiri yang mengadili upaya hukum pada 

tingkat Kasasi. Pada Pasal 24A ayat (3) mengatakan bahwa:  

“Calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan 

selanjutnya di tetapka sebagai Hakim Agung oleh Presiden.”
21

  

Pada arena ini bahwa indonesia merupakan organic staat di mana 

sebuah konstitusinya hanya mengatur persoalan pokok dan dasar 

ketatanegaraan saja, sehingga perlu undang-undang sektoral yang 

mengatur lebih spesifik. Di sini undang-undang yang mengatur 

demikian terkait seleksi hakim agung di antaranya adalah Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, dalam Pasal 

8 ayat (2) “Calon Hakim Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan 

oleh Komisi Yudisial”, kemudian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 

2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD 

(MD3), dalam Pasal 71 yang mengatur mengenai tugas dan wewenang 

DPR huruf (p) menjelaskan bahwa “memberikan  persetujuan  calon  

Hakim  Agung  yang diusulkan  Komisi  Yudisial  untuk  ditetapkan  

sebagai Hakim Agung oleh Presiden”, selanjutnya Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial Ketentuan Pasal 18 

ayat (4) UU KY menyebutkan:  
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“Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung 

sejak berakhirnya seleksi uji kelayakan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1),Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 3 (tiga) 

Calon Hakim Agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan 

Hakim Agung dengan tembusan disampaikan kepada Presiden”. 

Terkait peraturan perundang-undangan, sebagai fungsi kepastian 

hukum di Indonesia dikenal dengan teori heararki peraturan 

perundangan-undangan. Artinya bahwa penjenjangan setiap peratuan 

perundang-undangan  yang didasarkan atas asas bahwa peraturan 

perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (lex superiori 

derogat legi inferiori).
22

 Dalam tataran ini undang-undang tentu tidak 

boleh bertentangan dengan Undang-undang Dasar. Hal ini sejalan 

dengan teori Hans Kelsen (stufentheorie) yang mengatakan Norma-

norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu 

hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, 

bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian 

seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih 

lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu Norma Dasar 

(Grundnorm). Selain itu Kelsen juga menganalogikan terhadap 

hubungan antara “superordinasi” dan “subordinasi” yang merupakan 

kiasan keruangan sehingga dalam hal ini Undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia 1945 berkedudukan sebagai grundnorm 

yaitu peraturan yang memiliki hirarki tertinggi dari peraturan-peraturan 
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lainnya.
23

 Senada dengan Hans Kelsen, Hans Nawiasky dalam Theorie 

vom Stufenaufbauder Rechtsordnung yang juga menempatkan UUD 

sebagai Staatsfundamentalnorm yang juga menempati hirarki peraturan 

paling tinggi. 

4. Teori Pemisahan Kekuasaan 

Teori terakhir yang akan disandingkan sebagai pisau analisis pada 

penyusunan skripsi ini yaitu teori pembagian dan pemisahan 

kekuasaan. Teori ini di populerkan oleh Montesquieu dalam bukunya 

“L’Esprit Des Lois” yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga 

cabang yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Teori ini sebenarnya 

merupakan pengembangan dari John Lock yang sebelumnya 

membagai kekuasaan negara dalam 3 (tiga) fungsi tetapi berbeda 

isinya yaitu fungsi eksekutif, legislatif dan federatif.
24

 Terlepas dari 

perdebetan tersebut bahwa senyatanya dalam menciptakan cita negara 

hukum, sangatlah penting untuk melakukan pembagian dan pemisahan 

kekuasaan (distribution/division dan the sparation of power). Dari situ 

kemudian dapat dikatakan dalam hal setiap cabang kekuasaan satu 

tidak dapat saling mempengarui cabang kekuasaan yang lain karena 

sudah memiliki tugas masing-masing. 

Dalam perjalan Teori yang mashur disebut Trias Politica oleh 

Montesquieu tersebut memang sedikit tidak mengenakkan karena 
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dianggap tidak realistis dan tidak dapat dilaksanakan. Selain itu tidak 

ada satupun negara di dunia yang memberlakukan teorinya tersebut 

secara mutlak.
25

 Akan tetapi bagaimanapun juga bahwa teori tersebut 

sudah menjadi sebuah konsep yang bersifat umum, sehingga sering 

kali para ahli melakukan modifikasi terhadap teori ini. Sejalan dengan 

pendapatnya Arthur Mass yang mengartikulasikan pembagiaan 

kekuasaan sebagai terjemahan dari division of power atau distribution 

of power sebagai genus sedangkan pemisahan kekuasaan (sparation of 

power) sebagai species-nya. Sehingga keduamya dianggap saling 

berhubungan. Bahwan mass juga mengklasifikasikan ulang pembagian 

kekuasaan (division of power) menjadi 2 (dua) pengertian yaitu; 

capital division of power (Fungsional) dan territorial division of power 

(kewilayahan atau kedaerahan). Seperti halnya di Amerika yang 

mempergunakan kedua istilah pembagian dan pemisahan kekuasaan 

hanya sebagai pembeda antar pembagiaan kekuasaan federal dengan 

negara bagian ataupun hanya pembagian kekuasaan di dalam 

pemerintahan federal sendiri.
26

 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 
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Pendekatan yang dimaksud di sini adalah suatu cara kerja untuk 

mendekati sebuah persoalan sebagai bahan analis. Terkait dengan 

penelitian yang akan dibahas sangatlah mengedepankan paradigma 

hukum positif atau dalam kata lain penulis akan menggunakan metode 

doktrinal dalam kajian-kajian hukum positif. Dalam aliran hukum ini 

sangat mendayagunakan silogisma deduktif untuk menemukan 

jawaban mengenai “apa hukumnya untuk mengkaidahi suatu perbuatan 

tertentu.” Selain itu pasal-pasal dan ayat-ayat yang terdapat dalam 

Undang-undang atau hukum perundangan (tentu saja secara selektif) 

premis-premis utama.
27

 Dari sini metode induktif-deduktif 

sangatlahlah relevan digunakan dalam penelitian ini, karena 

penggabungan dari pernyataan-pernyataan khusus menjadi satu 

konsepsi umum sebagai jawaban atas hepotesis dari hal yang khusus 

tersebut. 

Dalam hal peraturan perundang-undangan itu sendiri terdapat 

kaerah-kaedah formal yang mengatur agar antara peraturan 

perundangan tersebut tidak tumpang tindih dan bersifat bias.
28

 Kaedah-

kaedah tersebut dinamakan dengan asas-asas dari peraturan perundang-

undangan. Dari sini kemudian penulis akan mengkomparasiakan asas 

tersebut terhap obyek primer yang menjadi konvergensi persoalannya. 

2. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 
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Sumber data primer yang dimaksud adalah bahan-bahan hukum 

yang dijadikan sumber utama dalam menelaah hasil penelitian ini, 

sehingga tanpa adanya sumber tersebut maka penelitian tersebut 

tidak dapat berjalan. Adapun sumberdata primer yang dimaksud 

adalah hasil wawancara terhadap para Ahli Hukum Tata Negara 

yang concert di bidangnya. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yang dimaksud merupakan data yang dapat 

menunjang dari penguatan analisis setelah mendapatkan data 

primer. Adapun macam sumber data sekunder di sini dibagi 

menjadi 3 (tiga) yaitu:  

i. Bahan Hukum Primer 

berupa peraturan-peraturan hukum positif yang tengah 

berlaku pada suatu rentang waktu dan pada suatu wilayah 

negara tertentu (ius konstitutum). Sebagai stat fundamental 

norm undang-undang dasar 1945 yang akan di jadikan 

pedoman dan bahan primer dalam penelitihan ini. Sebuah 

putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat 

yaitu Putusan MK Nomor 27/PUU-XI/2013. Kemudian 

undang-undang tentang Mahkamah Agung, Undang-

undang tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, 

dan DPRD, serta Undang-undang tentang Komisi Yudisial, 

serta peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya. 
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ii. Bahan Hukum Sekunder 

terdiri dari karya-karya akamedik mulai dari yang diskriptif 

maupun analisis terkait dengan hukum normatif yang 

berlaku. Selain itu dapat juga berupa keterangan-keterangan 

atau data-data yang di-release dari lembaga-lembaga 

pemerhati persoalan bangsa seperti pusat kajian anti 

korupsi atau lembaga massif yang telah memiliki integritas 

tersendiri. Dalam maknanya yang formal, bahan-bahan 

hukum yang sekunder ini memang bukan hukum yang 

berlaku, akan tetapi dalam maknanya yang materiil, bahan-

bahan sekunder itu juga merupakan  bahan-bahan yang 

sangat berguna. 

iii. Sumber Hukum Komplementer 

Bahan Hukum Berupa referensi penerjemah seperti kamus 

besar bahasa indonesia dan hukum, ensiklopedia atau 

komentar penuh kritik yang didokumentasikan di web-web 

online mengenai hukum melalui internet. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini akan melakukan analisis dengan metode 

wawancara yang dielaborasikan dengan metode kepustaan (library 

reseach) dengan memadukan beberapa teori-teori yang ada terhadap 

praktek hukum yang menurut dugaan sementara penyusun mengalami 

ketimpangan. Selain itu untuk lebih membuktikan akurasi penelitian, 
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penyusun akan mengumpulkan data-data valid yang sudah di release 

dan di publikasikan oleh lembaga-lembaga peneliti di Indonesia baik 

dari unsur pemerintah maupun unsur non pemerintah. 

4. Analisis Data 

Ada beberapa model analisis data yang digunakan, namun 

penyusun dalam konteks ini akan menggunakan metode analisis 

kualitatif dalam kerangka sosiologis dan normatif. Artinya bahwa 

terkait sumber-sumber data yang sudah dikumpulkan akan 

dikolaborasi dengan kaedah-kaedah umum yang sudah diakui 

kebenarannya dan kemudian dikembangkan dan akhirnya akan 

menemukan kesimpulan yang dapat menjawab dugaan sementara 

penyusun terhadap objek penelitian yang akan dilakukan. Kemudian 

pada kesempatann akhir skripsi penelitian ini penulis akan mencoba 

mengkonversikan kesimpulan yang didapat untuk menyimpulkan 

solusi atau perbuaatan hukum yang seharusnya dilakukan oleh para 

pemangku kebijakann di negeri dan bangsa ini. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah membaca dan memahami original intent dari 

penulisan skripsi ini, penyusun akan terlebih dahulu memaparkan tahap-

tahap dari penulisannya, yang mana di antaranya sebagai berikut; 

Terdapat lima bab yang akan dibuat dalam skripsi ini. Dan dalam 

setiap Bab akan ada sub-bab yang lebih spesifik terkait tema yang dikaji. 
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Pada Bab Pertama terkait pemaparan pendahuluan atau latar belakang 

kenapa kemudian penyusun temotivasi melakukan kegiatan penelitian 

objek ini. Selanjutnya pada bab ini juga akan dijelaskan pokok masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian, konsepsi teori, dan metode penelitian yang 

akan digunakan. 

Pada Bab Kedua akan dipaparkan secara definitif, limitatif dan 

terminologis terhadap beberapa variable yang menjadi obyek penelitian 

seperti Mahkamah Agung sebagai The Last Court of Resort, serta 

membahas tentang Hakim Agung yang menjadi pusat kajian pada 

penulisan skripsi ini.  

Kemudian pada bab ketiga akan membahas tentang lembaga-

lembaga yang terkait terhadap penyeleksian Hakim Agung di Indonesia 

yaitu Komisi Yudisial, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Serta mekanisme 

Pemilihan berdasarkan Undang-undang pra  Putusan MK Nomor 27/PUU-

XI/2013 dan pasca Putusan MK Nomor 27/PUU-XI/2013  

Selanjutnya pada Bab Keempat akan membidik lebih jauh terhadap 

analisis terhadap analisis pemilihan Hakim Agung pasca Putusan MK No. 

27/PUU-XI/2013 yang nantinya sudah dielaborasikan dengan beberapa 

teori-teori yang ada. Selanjutnya pada bab ini akan dibahas mengenai 

pendapat para Ahli Hukum Tata Negara mengenai munculnya Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 terkait seleksi calon 

Hakim Agung di Indonesia, serta pendapatnya mengenai ditolaknya calon 
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Hakim Agung di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sesuai dengan kasus 

yang akan disajikan pada bab selanjutnya. 

Pada Bab Kelima sekaligus bab terakhir pada skripsi ini akan 

membahas tentang kesimpulan dan saran dari sekian banyak pemaparan 

dari penulisan-penulisan sebelumnya. Di dalam kesimpulan ini penyusun 

sesekali akan memaparkan tawaran futuristik yang kemungkinan dapat 

dicapai untuk mengatasi ketimpangan-ketimpangan yang menurut 

penyusun patut dicurigai sebagai rekomendasi atau prososal yang dapat 

berkontribusi bagi penyelesaian persoalan yang yang timbul dari penulisan 

skripsi ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian pemaparan dan penjelasan yang disampaikan pada bab-

bab sebelumnya, maka terhadap persoalan pemilihan Hakim Agung oleh 

Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat pasca Putusan MK Nomor 

27/PUU-XI/2013, penyusun dapat menarik kesimpulan bahwa : 

1. Pasca Putusan  MK Nomor 27/PUU-XI/2013 menimbulkan ekses atau 

implikasi penguatan terhadap Komisi Yudisial. Hal tersebut karena 

Komisi Yudisial sudah tidak lagi harus terpaku pada jumlah kuota 

seleksi yang ada di DPR, sehingga Komisi Yudisial bisa secara 

convergen melakukan seleksi uji kelayakan dan uji kepatutan sesuai 

dengan kriteria yang diharapkan. Dalam tubuh Mahkamah Agung pun 

akan merasa nyaman jika anggota-anggotanya memiliki kredibilitas 

dan integritas yang tinggi, etos kerja yang brilian tanpa adanya tekanan 

dan bergaining politik yang ada. Selain itu Dewan Perwakilan Rakyat. 

dan Komisi Yudisial adalah dua lembaga negara yang tidak dapat 

dinegasikan dalam proses seleksi Hakim Agung di Indonesia. Kenapa 

demikian, karena Komisi Yudisial yang secara konstitusional adalah 

lembaga bebas dan mandiri yang memiliki wewenang untuk 

melakukan seleksi Hakim Agung yang profesional dan berintegritas, 

namun tidak menutup kemungkinan kita tidak dapat selalu menjamin 

fungsi tersebut dapat terus berjalan dengan baik. Sehingga 
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membutuhkan mekanisme penyeimbang yaitu persetujuan dari Dewan 

Perwakilan Rakyat. Di sisi lain Dewan Perwakilan Rakyat merupakan 

manifestasi dari kedaulatan maka keterlibatannya tidak boleh 

dilewatkan, karena dalam sistem ketatanegaraan, parlemen atau di sini 

disebut sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki fungsi melakukan 

pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik (control of political 

appointment of public officials). Semua hal tersebut merupakan 

perwujudan implementasi sistem sparation of power with checks and 

balances. Tidak jauh berbeda dengan proses seleksi Hakim Agung di 

Amerika Serikat, yang mana bentuk pelaksanaan sistem checks and 

balances dalam pemilihan hakim agung yaitu antara Presiden dan 

Senat. hakim agung diusulkan Presiden dengan membentuk tim 

internal sebelumnnya, kemudian diserahkan kepada konggreng, 

dilakukan hearing dan akhirnya dilakukan pemilihan. 

2. Pendapat para Ahli Hukum Tata Negara jika Dewan Perwakilan 

Rakyat dimungkinkan menolak ulang calon Hakim Agung yang di 

usulkan oleh Komisi Yudisial, sehingga menimbulkan ketidak pastian 

perkara di Mahkamah Agung, karena keterdesakan perlunya Hakim 

Agung yang dibutuhkan. Oleh sebab itu perlu adanya format sistem 

baru untuk memperkuat proses pemilihan tersebut, diantaranya ialah 

perlu adanya aturan yang tegas tentang standard yang jelas tentang 

kriteria atau alasan untuk kemudian seorang Hakim Agung dapat 

ditolak atau diterima. Jika memang penolakan yang berulang tersebut 
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tetap terjadi, maka tidak hanya di komisi III saja yang melakukan 

prosesi persetujuan DPR, melainkan di butuhkan mekanisme baru 

yaitu bisa saja keputusan itu dibuat yang lebih tinggi seperti pada rapat 

paripurna. Keputusan yang ada di komisi III itu hanya forum kecil, dan 

biasanya akan diparipurnakan, dan selama ini dalam rapat paripurna 

selalu mengarfirmasi keputusan dari komisi III, karena memang 

konfirmasi tersebut merupakan keputusan dari kelembagaan sehingga 

sebenarnya dapat pula berbeda dengan keputusan dalam forum komisi-

komisi sesuai dengan bidangnya. Sebuah terobosan baru jika di 

Indonesia menganut konstitusional komplain untuk mengatasi 

kebuntuhan konstitusi. Namun jika tidak, secara realistis sebenarnya 

bisa saja membentuk mekanisme ketatanegaraan baru, khusus dalam 

pencalonan yang kesekalian tidak boleh di tolak lagi dalam hal sudah 

diajukan berkali-kali. Hal ini dengan alasan karena dalam suatu negara 

hukum tidak boleh terlalu lama ada ketidak pastian. Apalagi posisi 

Hakim Agung dan bahkan hakim umum pun sangat stategis posisinya, 

Sehingga tidak ada peluang menafsirkan dengan sewenang-wewenang 

apa yang diartikulasikan oleh UUD 1945. Apa lagi pada hari ini belum 

ada pembatasan perkara yang sampai di tingkat kasasi, bahkan negara 

bisa kolep gara-gara hal tersebut tidak segera ditangani. Selain setiap 

kali ada fit and proper test pejabat negara oleh DPR, maka DPR dalam 

hal ini fraksi-fraksi harus mampu  memberikan argument dan alasan 

rasional ketika memilih  atau  tidak memilih, setuju atau tidak setuju 
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seseorang untuk menjadi pejabat. Rasionalitas tersebut diperlukan agar 

rakyat yang diwakili dapat melihat kinerja para wakilnya dalam  

memilih pejabat publik. Setiap fraksi di DPR diharuskan membuat 

sistem penilaian dan rangking terhadap calon yang diuji. Kemudian 

harus ada revisi Tata Tertib DPR, dimana Anggota DPR dilarang 

bertemu secara informal dengan calon yang sedang diuji selama masa 

fit and proper test. Kejadian seperti lobi toilet haruslah langsung 

direspon Badan Kehormatan untuk menginvestigasi, bukan dengan 

melakukan klarifikasi sendiri. Apabila ada pelanggaran yang mengarah 

ke pidana, maka penegak hukum harus segera bertindak. 

 

B. Saran 

Adapun saran yang kemudian dapat diberikan oleh penyusun 

dalam pembahasan sekripsi ini ialah sebagai berikut : 

1. Dalam hal pemilihan Hakim Agung sebagaimana yang diamanatkan 

oleh UUD seharusnya diiringi dengan perbaikan instrumen lembaga 

penyeleksinya. Intinya sapu yang kotor tentu tidak dapat 

membersihkan lantai yang kotor pula, sehingga bersihkan sapunya 

dulu baru kemudian membersihkan lantainya. Selain itu 

memaksimalkan fungsi partai politik sebagai kendaraan anggota 

perwakilan rakyat ke parlemen khususnya fungsi rekrutmen dengan 

aturan-aturan yang diperketat. 
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2. Dalam tubuh KY dan DPR perlu andanya mekanisme kontrol baik 

intern maupun ektern terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung 

jawab yang dapat mencoba menyuap atau menggunakan cara yang di 

larang undang-undang guna meloloskan calon hakim agung seperti 

memberikan bingkisan, pertemuan informal maupun yang lainnya. 

Kedepan pula sebaiknya calon Hakim Agung memiliki syarat khusus, 

antara lain sudah berpengalaman dalam menjalankan profesi hukum. 

Selain itu calon hakim agung tidak melamar, melainkan dengan 

direkomendasikan, antara lain oleh, organisasi atau lembaga hukum, 

perguruan tinggi, atau lembaga lain yang relevan terhadap fungsi 

kekuasaan kehakiman. Sehingga track record para calon Hakim 

Agung dapat direkam dari dini, dan kemungkinan melakukan abuse of 

power setidaknya sudah diyakini tidak dilakukan sejak awal. 
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PUTUSAN 
Nomor 27/PUU-XI/2013 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, 

menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 

tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang 

diajukan oleh: 

[1.2] 1. Nama : Dr. Made Dharma Weda, S.H., M.H. 

  Pekerjaan : Dosen 

  Alamat : Gema Pesona Blok K/15, RT/RW 003/011, 

Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, 

Kota Depok 

Sebagai--------------------------------------------------------------------------Pemohon I; 

2. Nama  : Dr. RM. Panggabean, S.H., M.H 
 Pekerjaan : Dosen 

 Alamat : Asrama Polri Batu Ceper, RT/RW 006/003, 

Kelurahan Batu Ceper, Kecamatan Batu Ceper, Kota 

Tangerang, Provinsi Banten 

Sebagai-------------------------------------------------------------------------Pemohon II; 

3. Nama  : Dr. ST. Laksanto Utomo, SH., MH. 
 Pekerjaan : Dosen 

 

 

Alamat : Puri Bintaro PB. 15/14 RT/RW 004/009, Kelurahan 

Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang 

Selatan, Provinsi Banten 

Sebagai------------------------------------------------------------------------Pemohon III; 
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Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Januari 2013, 

memberi kuasa kepada Yuherman, SH., MH., MKn., Viktor Santoso Tandiasa, 
SH., Wahyudi, SH., Wahyu nugroho, SHI., MH., Ridwan Bakar, SH., Bahraen, 
SH., MH., Jermiah U.H. Limbong, SH., Triya Indra Rahmawan, SH., MH., Maria 
Louisa, SH., Erwin Natoesmal Oemar, SH., Maruli Tua Rajagukguk, SH., Feri 
Amsari, SH., MH., Refki Saputra, SH., Febridiansyah, SH., Reza Syawawi, SH., 
Veri Junaidi, SH., Edy Halomoan Gurning, SH., Febi Yonesta, SH., Jamil 
Mubarok, SH., dan Donal Fariz, SH., para advokat dan/atau Pengacara Publik 

pada LKBH Usahid Jakarta, ICW, ILR, LBH Jakarta, YLBHI, MTI, TIl, Perludem, 

PUSaKO Universitas Andalas, dan KRHN, yang tergabung dalam Koalisi 

Mayarakat Untuk Peradilan Profesional, yang beralamat di LKBH Usahid Jalan 

Prof. Dr. Soepomo, SH., Nomor 84, Tebet, Jakarta Selatan, baik secara sendiri-

sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; 

Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------para Pemohon; 

[1.3] Membaca permohonan para Pemohon; 

 Mendengar keterangan para Pemohon; 

 Mendengar dan membaca keterangan Pemerintah; 

 Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; 

 Mendengar dan membaca keterangan para ahli para Pemohon; 

 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 

 Membaca kesimpulan para Pemohon; 

2. DUDUK PERKARA 

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan 

bertanggal 12 Februari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 

(selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Februari 2013 

berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 87/PAN.MK/2013 dan 

dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 27/PUU-XI/2013 

pada tanggal 25 Februari 2013, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan 

Mahkamah pada tanggal 1 April 2013, pada pokoknya menguraikan hal-hal 

sebagai berikut: 
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I. Pendahuluan 

Mekanisme pengangkatan hakim agung menurut Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 

ditetapkan oleh Presiden setelah menerima calon hakim agung yang disetujui 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam hal ini, DPR dalam kapasitasnya 

sebagai representasi rakyat hanya memberikan persetujuan atas calon hakim 

agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial (KY). Namun pengangkatan hakim 

agung yang demikian, telah diatur secara menyimpang dalam undang-undang 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang  Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) dan 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY). Padahal UU 

MA dan UU KY merupakan Undang-Undang yang sejatinya dimaksudkan 

sebagai pelaksanaan dari Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 tersebut. 

Menurut Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU MA dan Pasal 18 ayat (4) 

UU KY, DPR bukan memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung yang 

diusulkan oleh KY sebagaimana yang diatur dan dikehendaki oleh UUD 1945, 

tetapi melakukan pemilihan terhadap calon hakim agung tersebut. Pengaturan 

oleh kedua Undang-Undang tersebut  bukan hanya melanggar konstitusi dan 

menimbulkan ketidakpastian hukum, tapi juga memaksa KY untuk mengajukan 

calon hakim agung melebihi jumlah lowongan hakim agung yang dibutuhkan. 

Disamping itu pemilihan calon hakim agung oleh DPR juga berpotensi 

menganggu independensi calon hakim agung yang bersangkutan karena 

mereka dipilih oleh DPR yang nota bene adalah lembaga politik. Adapun bagi 

para Pemohon, pengaturan yang demikian melanggar atau setidaknya-tidaknya 

berpotensi melanggar hak konstitusional para Pemohon. 

Bahwa oleh sebab itu, mekanisme pengangkatan hakim agung dibawah UU MA 

dan UU KY harus dikembalikan kepada perintah konstitusi demi terdapatnya 

kepastian hukum dan terlindunginya independensi peradilan dalam negara 

hukum Indonesia. 

II.   Kewenangan Mahkamah Konstitusi 

1.   Bahwa Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyebutkan 

kewenangan Mahkamah Konsitusi, yaitu: 
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"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 

terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang 

terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan 

lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 

Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan 

tentang hasil pemilihan umum"; 

2.   Bahwa dengan demikian, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi 

adalah memeriksa setiap permohonan pengujian Undang-Undang 

terhadap UUD 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut, juga 

ditegaskan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 

tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) (bukti P-5), yaitu:  

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 

terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"; 

3.  Bahwa permohonan para Pemohon ini adalah permohonan pengujian 

terhadap Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU MA dan Pasal 18 ayat 

(4) UU KY terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk 

memeriksa dan mengadili permohonan a quo; 

III. Kedudukan    Hukum    Dan     Kepentingan     Konstitusional    Para 
Pemohon 

4. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 3 Peraturan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara 

Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak 

yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan 

oleh berlakunya Undang-Undang yaitu:  

a. perorangan warga negara Indonesia;  

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai 

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;  

c. badan hukum publik atau privat;  

d. lembaga negara.  

Selanjutnya pada bagian penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK 

menyebutkan bahwa: 
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”Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur 

dalam UUD 1945”.  

5.   Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005  

menentukan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional yang dimaksudkan 

oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu: 

a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang 

diberikan oleh UUD 1945;  

b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah 

dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;  

c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat 

spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut 

penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;  

d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak 

dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang 

dimohonkan pengujian; dan  

e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka 

kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak 

akan atau tidak lagi terjadi.  

6.   Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang mempunyai 

kepedulian dan hak konstitusional untuk berpartisipasi dalam menegakkan 

hukum secara nyata, dengan menjadi hakim agung pada Mahkamah 

Agung Republik Indonesia.    

Bahwa untuk melaksanakan hak konstitusional, para Pemohon telah 

pernah mendaftar dan dinyatakan lulus pada beberapa tahapan seleksi 

yang dilakukan oleh Komisi Yudisial (bukti P-6), bahkan Pemohon II 

sudah beberapa kali mengikuti seleksi yang sama dan telah diusulkan oleh 

KY kepada DPR untuk mendapatkan “persetujuan”, akan tetapi  karena 

UU MA dan UU KY memberikan kewenangan kepada DPR untuk 

“memilih” calon hakim agung dari calon yang diusulkan oleh KY, 

bukannya “menyetujui” sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 24A ayat 

(3) UUD 1945, maka Pemohon  II  tidak dipilih oleh DPR.  

7.  Bahwa ketentuan pada UU MA dan UU KY yang menjadi obyek 

permohonan ini, yang memberikan kewenangan kepada DPR untuk 

memilih calon hakim agung yang sudah dinyatakan lolos dan diusulkan 



6 

 

oleh KY, telah merugikan hak konstitusional Pemohon  II dan berpotensi 

merugikan hak konstitusional Pemohon  I dan Pemohon  III apabila 

mendaftar kembali sebagai calon hakim agung karena para Pemohon  

akan berhadapan dengan ketidakpastian hukum dalam pengisian 

lowongan hakim agung, yang diatur dalam UU KY dan UU MA a quo. 

Sebaliknya, jika ketentuan pada UU MA dan UU KY tersebut dinyatakan 

tidak berkekuatan hukum lagi, maka kerugian hak konstitusional para 

Pemohon  tidak akan terjadi lagi. 

8.   Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka para Pemohon  

mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dan kepentingan 

konstitusional mengajukan permohonan ini. 

IV.  Alasan Diajukannya Permohonan 

9.   Bahwa UUD 1945 mengenal 3 (tiga) bentuk pengangkatan pejabat publik 

yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yakni melalui 

Pertimbangan, Persetujuan, dan Pemilihan yang diantaranya dapat dilihat 

pada ketentuan di bawah ini; 

a. Pengangkatan pejabat publik dengan mekanisme pertimbangan 

terdapat dalam Pasal 13 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan 

bahwa:  

“Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan 

Dewan Perwakilan Rakyat.”; 

b. Pengangkatan pejabat publik dengan mekanisme pemilihan terdapat 

dalam Pasal 23F ayat (1) yang menyatakan bahwa: 

“Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan 

Daerah dan diresmikan oleh Presiden”.;  

c. Pengangkatan pejabat publik dengan mekanisme persetujuan terdapat 

dalam Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa:  

“Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya 

ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”;  

10. Bahwa mengenai pengisian lowongan jabatan hakim agung sebagaimana 

disebutkan pada Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 di atas,  kewenangan DPR 

adalah sebatas memberikan “persetujuan” terhadap calon hakim agung 
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yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. Dengan demikian DPR tidak dalam 

kapasitasnya melakukan seleksi, untuk  kemudian “memilih” calon hakim 

agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. 

11. Bahwa peranan dan batas kewenangan DPR untuk hanya memberikan 

persetujuan terhadap calon hakim agung yang diusulkan oleh KY ini, juga 

disebutkan pada Pasal 71 huruf p UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang 

MPR, DPR, DPD dan DPRD, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :  

“DPR mempunyai tugas dan wewenang:  

a.   ...dst 

p. memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi 

Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”; 

12. Bahwa akan tetapi tidak demikian halnya dengan UU MA dan UU KY, 

dimana mekanisme pengangkatan hakim agung dan kewenangan DPR 

yang diatur dalam kedua Undang-Undang tersebut telah dirumuskan 

secara berbeda, dan tidak sesuai dengan Pasal 24A ayat (3) UD 1945. 

Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi warga negara 

Indonesia yang hendak menggunakan hak konstitusionalnya untuk 

menjadi hakim agung, khususnya dalam hal ini para Pemohon. Oleh 

karenanya ketentuan pada UU MA dan UU KY yang menjadi objek 

permohonan ini, selain bertentangan dengan Pasal 24A ayat (3) UUD 

1945 juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.  

13. Bahwa untuk lebih jelasnya para Pemohon  mengutip ketentuan pada UU 

MA dan UU KY yang menjadi objek permohonan ini. 

a. Ketentuan pada UU MA; 

1) Pasal 8 ayat (2) UU MA menyebutkan:  

“Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh 

Komisi Yudisial”; 

2) Pasal 8 ayat (3) UU MA menyebutkan:  

“Calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat 1 (satu) orang dari 3 (tiga) nama calon untuk setiap 

lowongan”; 
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3) Pasal 8 ayat (4) UU MA menyebutkan: 

“Pemilihan calon hakim agung sebagaimana dimaksudkan pada ayat 

(3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sidang terhitung sejak 

tanggal nama calon diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat” 

b. Ketentuan Pasal 18 ayat (4) UU KY menyebutkan; 

“Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak 

berakhirnya seleksi uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 3 (tiga) calon hakim 

agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan hakim agung 

dengan tembusan disampaikan kepada Presiden”; 

Bahwa ketentuan pada UU MA dan UU KY tersebut di atas, yang 

memberikan kewenangan kepada DPR untuk memilih calon hakim agung, 

bukan menyetujui calon hakim agung yang diusulkan oleh KY, sangat 

bertentangan dengan Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 

1945.  

a. Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 menyebutkan: 

“Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya 

ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”;  

b. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan: 

“setiap orang berhk atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan 

hukum” 

14. Bahwa selanjutnya terkait dengan kewenangan DPR dalam mekanisme 

pengangkatan hakim agung yang diatur dalam UU MA dan UU KY, yang 

bertentangan dengan UUD 1945 tersebut dapat dibahas lebih lanjut di 

bawah ini: 

a. Bahwa keterlibatan DPR dalam pengangkatan hakim agung memang 

diatur oleh UUD 1945. Akan tetapi, keterlibatan DPR tersebut hanya 

dalam bentuk memberikan “persetujuan” terhadap calon hakim agung 

yang diajukan oleh KY sebelum ditetapkan oleh Presiden sebagai 

Hakim Agung sebagaimana disebutkan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945. 

DPR tidak diberikan kewenangan untuk “memilih” calon hakim agung 

sebagaimana yang diatur dalam UU MA dan UU KY a quo. 
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Oleh karenanya pengaturan kewenangan DPR untuk “memilih” calon 

hakim agung dalam UU MA dan UU KY a quo:  

1) Merupakan pelanggaran yang serius terhadap konstitusi karena 

mekanisme pengangkatan hakim agung yang melibatkan DPR telah 

diatur secara menyimpang oleh Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat 

(4) UU MA dan Pasal 18 Ayat (4) UU KY dari Pasal 24A ayat (3) 

UUD 1945. 

2) Menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap para Pemohon  dan 

hak setiap warga negara Indonesia pada umumnya yang 

berkeinginan mengabdi sebagai hakim agung karena mekanisme 

pemilihan calon hakim agung yang terkait dengan keterlibatan DPR 

menjadi tidak jelas, dimana terdapat perbedaan pengaturan antara 

Pasa 24A ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan 

ayat (4) UU MA dan Pasal 18 ayat (4) UU KY. 

3) Berpotensi menganggu independensi peradilan karena hakim agung 

dipilih oleh DPR, dimana dengan mekanisme pemilihan ini 

memungkinkan bagi DPR menolak calon-calon yang diusulkan oleh 

KY atas alasan dianggap tidak memenuhi jumlah calon yang 

disyaratkan UU MA dan UU KY atau DPR memilih calon hakim 

agung yang dapat melindungi kepentingan partai politik tertentu. 

Akibatnya, apabila ketentuan pemilihan agung oleh DPR 

dipertahankan, berpotensi merugikan hak konstitusional para 

Pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama menjadi 

pejabat publik, in casu hakim agung dan hak untuk diperlakukan 

secara profesional mengingat adanya kewenangan “memilih” calon 

hakim agung oleh DPR, membuka kesempatan kepada DPR untuk 

mengulang kembali proses seleksi yang sebelumnya sudah 

dilakukan oleh Komisi Yudisial, padahal Komisi Yudisial sudah 

menguji kelayakan dan kompetensi calon hakim agung. 

b. Bahwa keterlibatan DPR dalam pengangkatan hakim agung ini 

sesungguhnya hanya dalam rangka mewujudkan fungsi checks and 

balances antar cabang kekuasaan negara dalam pemerintahan 

demokrasi, namun pelaksanaan fungsi checks and balances oleh DPR 

tersebut tidak boleh mempengaruhi independensi sistem peradilan. 
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Sedangkan pemilihan hakim agung oleh DPR sebagaimana 

disampaikan pada huruf a angka 3 di atas, berpotensi menganggu 

independensi peradilan karena hakim agung dipilih oleh lembaga 

politik. 

c. Bahwa pengangkatan hakim agung dengan pola “persetujuan” 

sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945, seharusnya tidak 

menentukan jumlah atau kuota calon yang diajukan kepada DPR, 

sebagaimana telah dilakukan dalam pengangkatan Panglima TNI yang 

diatur pada Pasal 13 UU Nomor 34 Tahun 2004, pengangkatan Kapolri 

yang diatur pada Pasal 11 UU Nomor 2 Tahun 2002 dan 

pengangkatan Gubernur Bank Indonesia yang diatur pada Pasal 41 

UU Nomor 23 Tahun 1999 juncto UU Nomor 3 Tahun 2004 juncto UU 

Nomor 6 Tahun 2009, yang kesemuanya dalam rangka melaksanakan 

perintah UUD 1945. Hal ini berbeda dengan pengangkatan hakim 

agung dengan pola “pemilihan” yang diatur secara menyimpang pada 

UU KY dan UU MA a quo, karena Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 hanya 

memerintahkan DPR untuk memberikan persetujuannya. 

Pada pengangkatan hakim agung dengan pola “memilih”, 

menimbulkan konsekuensi kepada KY untuk mengajukan calon hakim 

agung lebih dari jumlah calon hakim agung yang dibutuhkan. Hal mana 

terbukti dengan dibuatnya ketentuan Pasal 18 ayat (4) UU KY yang 

mengharuskan KY mengajukan 3 (tiga) calon hakim agung kepada 

DPR untuk setiap lowongan hakim agung. Hal ini dalam praktiknya 

juga cukup menyulitkan KY untuk memenuhi jumlah calon hakim 

agung yang harus diajukan melebihi dari jumlah yang dibutuhkan dan 

menganggu proses rekrutment hakim agung. 

Oleh karenanya sejalan dengan permohonan para Pemohon untuk 

mengembalikan mekanisme pengangkatan hakim agung menurut 

konstitusi, maka keharusan mengajukan 3 (tiga) calon hakim agung 

kepada DPR untuk setiap lowongan hakim agung tersebut haruslah 

dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi. 

d. Bahwa dalam perdebatan-perdebatan perubahan Undang-Undang 

Dasar 1945, yakni dalam Rapat Panitia Ad Hoc (PAH) I ke-38 BP MPR 
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tanggal 10 Oktober 2001, Agun Gunanjar Sudarsa (F-PG), 

menyatakan bahwa: 

 “…Satu menyangkut, itu bisa diukur daripada proses 

pengangkatannya, sehingga dalam Pasal 24B itu, kami menyatakan 

bahwa Hakim Agung diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan 

DPR. Atas usul komisi Yudisial, nah sehingga kata-kata dengan 

persetujuan DPR. DPR itu tidak lagi melakukan fit and proper test, 

DPR itu tidak lagi melakukan proses seleksi, tapi DPR hanya 

memberikan persetujuan, dia dapat menerima atau menolak 

sejumlah calon-calon hakim agung yang diusulkan Komisi 

Yudisial. Mengapa dilakukan oleh komisi yudisial? Kembali kami 

mengatakan, agar kekuasaan kehakiman yang merdeka itu tidak 

terintervensi oleh kepentingan-kepentingan politik. Oleh karena itu, 

kami tidak melibatkan lagi institusi-institusi politik dalam rangka proses 

recruitment, oleh karena itulah komisi yudisial-lah yang memang 

memiliki kewenangan secara penuh untuk mengusulkan siapa-siapa 

calon Hakim Agung tersebut….” (Naskah Komprehensif Perubahan 

Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar 

Belakang Proses, dan Hasil Pembahasan, Buku IV tentang Kekuasaan 

Kehakiman, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan 

Mahkamah Konstitusi, 2010, h. 425); (bukti P-7). 
e. Bahwa ahli hukum tata negara Jimly Asshidiqqie, dalam suatu diskusi 

juga pernah mengatakan, bahwa konteks right to confirm yang 

memang dimiliki oleh parlemen (DPR) sebagai perwujudan fungsi 

pengawasan adalah pernyataan setuju atau tidak setuju. Ada 

perbedaan yang mendasar dari apa yang dinamakan “election” dan 

“selection” pejabat publik. Dalam hal ini, DPR hanya melakukan 

“political election” yang mengedepankan ideologi calon, karena disitu 

akan terlihat arah perjuangan seorang pemimpin politik, bukan 

technical selection seperti yang dilakukan panitia seleksi (pansel) yang 

mengurusi persoalan teknis seperti menguji kapasitas, integritas, 

kesehatan dan kelengkapan administrasi. 

15. Bahwa oleh karena peran DPR dalam rangka memberikan “persetujuan” 

atas usulan calon hakim agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial sudah 
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diatur dalam konstitusi, sedangkan dilain pihak Undang-Undang organik 

yang dimaksudkan sebagai pelaksanaan peran DPR dalam rangka 

pengangkatan hakim agung, in casu Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) 

UU MA dan Pasal 18 Ayat (4) UU KY, ternyata bertentangan dengan Pasal 

24A ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka ketentuan pada UU 

MA dan UU KY tersebut seharusnya dibatalkan dan diganti dengan 

ketentuan yang lebih tegas, yang menyebutkan kewenangan DPR untuk 

“menyetujui” calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial, 

bukan “memilih” sebagaimana halnya saat ini. 

16. Bahwa namun mengingat proses legislasi di DPR memerlukan waktu yang 

lama dan perdebatan yang panjang, serta mengingat beban kerja DPR 

dan pemerintah diakhir masa jabatannya saat ini, maka para Pemohon  

mohon dengan hormat kepada Mahkamah Konstitusi  untuk   menyatakan       

bahwa: 

‐ Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU MA dan Pasal 18 ayat (4) 

UU KY, haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi. 

Selanjutnya mengingat Pasal 8 ayat (2) dan ayat (4) UU MA harus 

diterjemahkan dengan “persetujuan” oleh DPR, bukan “pemilihan”, 
maka ketentuan tersebut haruslah diterjemahkan sesuai dengan perintah 

konstitusi dan selengkapnya haruslah dibaca: 

‐ Pasal 8 ayat (2) UU MA berbunyi: 
“Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh 

Komisi Yudisial”. 

- Pasal 8 ayat (4) UU MA berbunyi: 

“Persetujuan calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sidang terhitung sejak 

tanggal nama calon diterima Dewan Perwakilan Rakyat.” 

Selanjutnya mengingat Pasal 18 ayat (4) UU KY tidak lagi mengikat KY 

untuk mengusulkan 3 (tiga) kali lebih banyak calon hakim agung untuk 

dipilih DPR, maka frasa yang menyebutkan hal demikian haruslah 

dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan selanjutnya harus dibaca 

dengan bunyi: 
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 “Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak 

berakhirnya seleksi uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan calon hakim agung kepada 

DPR untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan disampaikan 

kepada Presiden”; 

V. Petitum 

Berdasarkan uraian–uraian para Pemohon tersebut di atas, akhirnya para 

Pemohon mohon dengan hormat kepada Mahkamah Konstitusi untuk 

memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: 

Menyatakan:  

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 

1.1. Pasal 8 ayat (2) sepanjang kata “dipilih”; 

1.2. Pasal 8 ayat (4) sepanjang kata “Pemilihan”; 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang  Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2009 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4954) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945; 

1.3. Pasal 8 ayat (2) sepanjang kata “dipilih”; 

1.4. Pasal 8 ayat (4) sepanjang kata “Pemilihan”; 

Undang-Undang Nomor  3 Tahun 2009 tentang  Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 

Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4954) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

1.5. Pasal Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang  

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 

tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4954), selengkapnya berbunyi “Calon 

hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi 

Yudisial”; 
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1.6. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang  

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 

tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4954), selengkapnya berbunyi, 

“Persetujuan calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sidang terhitung sejak 

tanggal nama calon diterima Dewan Perwakilan Rakyat.”; 

1.7. Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang  

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 

tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4954), bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar 1945; 

1.8. Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang  

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 

tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4954) tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat: 

1.9. Menyatakan Pasal 18 ayat (4) sepanjang frasa “3 (tiga) calon hakim 

agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan”  

Undang-Undang Nomor  18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106) 

bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945;  

1.10. Menyatakan Pasal 18 ayat (4) sepanjang frasa “3 (tiga) calon hakim 

agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan”  

Undang-Undang Nomor  18 Tahun 2011 tentang  Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106) tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

1.11. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor  18 Tahun 2011 tentang  

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang 
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Komisi Yudisal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 106), selengkapnya berbunyi, “Dalam jangka waktu paling lama 

15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya seleksi uji kelayakan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial menetapkan 

dan mengajukan calon hakim agung kepada DPR untuk mendapatkan 

persetujuan dengan tembusan disampaikan kepada Presiden”;  

2. Meminta agar amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ini dimuat 

dalam berita negara menurut hukum; 

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, para 

Pemohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 

[2.2]   Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon 

telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai 

dengan bukti P-7 sebagai  berikut:  

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 

2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung; 

3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 

tentang Komisi Yudisial; 

4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang 

Komisi Yudisial; 

5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi; 

5. Bukti P-6 : Fotokopi Pengumuman Hasil Seleksi Tahap II Calon 

Hakim Agung RI Tahun 2011; 

6. Bukti P-7 : Fotokopi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-

Undang Dasar 1945, Buku VI, Kekuasaan Kehakiman; 
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Selain itu para Pemohon juga mengajukan tiga orang ahli yang didengar 

keterangannya di depan persidangan pada tanggal 16 Mei 2013, dan juga 

menyerahkan keterangan tertulisnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai 

berikut: 

1. Zainal Arifin Mochtar 

Pada dasarnya, permohonan ini didasarkan atas dalil bahwa terjadi 

pelanggaran atas UUD 1945 khususnya Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 yang 

mengatur bahwa “Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial untuk 

mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung 

oleh Presien”. Pada frasa “mendapatkan persetujuan” inilah yang didalilkan 

berbeda dengan ketentuan UU MA dan UU KY yang memberikan kewenangan 

“memilih” bagi Dewan Perwakilan Rakyat. 

 Dalam kapasitas saya sebagai ahli dengan ini saya menyatakan; 

1. Bahwa dalam perkara ini memang terlihat perbedaan yang mendasar antara 

frasa persetujuan dalam UUD 1945 dan dengan dipilih yang dianut dalam 

UU KY dan UU MA. 

2. Bahwa  dalam hal ini, maka dapat dilakukan cara pandang konstitusional 

untuk bangunan konstitusionalisme melalui setidaknya 6 (enam) cara 

pandang yang disebutkan oleh Philip Bobbit (1991) tentang teori six 

modalities of constitutional argument; yakni historical (yang berbasis pada 

keinginan pembentuk UUD); textual (melihat pada bunyi teks secara 

langsung); structural (melihat relasi struktur antara UUD dengan bangunan 

yang terbangun pada aturan); dokctinal (melihat pada doktrin yang ada); 

ethical (melihat pada komitmen moral dan etos dari konstitusi); dan 

Prudential (melihat antara cost and benefit dari aturan tersebut).  

3. Bahwa jika dilihat dari cara pandang historical yang terdapat pada risalah 

pembentukan UUD, memang terlihat kejelasan dari para pembentuk UUD 

ketika itu perihal pengisian jabatan hakim agung dengan memberikan peran 

porsi seleksi kepada Komisi Yudisial. Hampir seluruh fraksi berpandangan 

yang sama soal seleksi yang dimiliki oleh Komisi Yudisial, kecuali fraksi 

Golkar yang tidak berpandangan soal perlunya KY dan lebih memilih 
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diangkat dan diberhentikan oleh DPR. Sedangkan F-PDI juga ada yang 

memberikan usulan seleksi oleh KY tetapi persetujuan di MPR.   

4. Bahwa artinya, sesungguhnya tidak ada yang menafikan peran KY dalam 

seleksi hakim agung. Dan itu dapat terlihat dari hasil kesepakatan 

pembentuk UUD untuk menjadikan calon hakim agung diusulkan oleh KY 

dan mendapatkan persetujuan oleh DPR dan ditetapkan oleh Presiden. Hal 

yang dalam penalaran yang wajar dapat dikatakan bahwa KY mendapatkan 

porsi seleksi untuk menuju ke pengusulan ke DPR, lalu DPR memberikan 

persetujuan atas usulan KY dan selanjutnya ditetapkan secara administratif 

oleh Presiden. 

5. Bahwa dari sudut pandang tekstual sangat jelas terdapat perbedaan antara 

kata “persetujuan” dan “dipilih”. Jika tidak dimaksudkan ada perbedaan 

antara kedua frasa tersebut, maka seharusnya UUD tidak melakukan 

pembedaan atas penggunaan kata tersebut di dalam UUD, yang pada 

faktanya memang berbeda.  

6. Bahwa sesungguhnya, kata dipilih itu hadir dari paradigma pilihan atas yang 

ada. Oleh karenanya, persoalan dasar dari permohonan para Pemohon 

pada hakikatnya berada pada ketentuan KY mengajukan 3 (tiga) nama 

untuk dipilih 1 (satu) diantaranya. Logika inilah yang membentuk kata dipilih, 

karena DPR kemudian pada faktanya memang melakukan pilihan atas tiga 

berbanding satu nama yang diajukan oleh KY. Hal yang jauh berbeda 

dengan persetujuan yang tidak lagi melakukan proses pilihan atas kandidat 

yang ada, tetapi hanya menyetujui atau tidak menyetujui atas kandidat yang 

dicalonkan oleh KY. Paling tidak, begitulah makna persetujuan yang ada di 

dalam perbandingan, semisal Amerika Serikat. Atas kandidat yang 

dicalonkan oleh Presiden, Senate hanya memiliki dua pilihan consent atau 

filibuster. Tetapi tidak ada proses pemilihan dari kandidat yang dicalonkan. 

7. Bahwa apalagi, jika dilihat secara jeli di konstitusi, sama sekali tidak ada 

aturan yang memperlihatkan prosesi pengajuan tiga berbanding satu yang 

akan dipilih di DPR. Oleh karenanya, inilah dasar utama dari kisruh yang 

terjadi sehingga beralihnya cara pandang persetujuan menjadi pemilihan 

dalam bahasa Undang-Undang a quo.  

8. Bahwa dari sudut pandang structural mudah untuk memahaminya bahwa 

pada hakikatnya ada tiga fase penunjukan jabatan publik pada umumnya, 
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dan khususnya untuk hakim agung. Fase pertama adalah appointee atau 

penunjukan atau pengusulan yang jika dulunya sangat political, berubah 

menjadi lebih meryt. Jika dulu banyak kewenangan mutlak Presiden 

semata, tetapi saat ini diubah menjadi lebih meryt dengan melibatkan 

lembaga tertentu untuk seleksi yang lebih bermutu.  

9. Bahwa karenanya, secara logis dapat dikatakan bahwa ketiga tahapan ini 

harusnya adalah tahapan yang berbeda untuk menghindari redundancy 

proses. Tahapan yang meryt dibuat di KY, lalu proses politisnya diberikan 

kepada DPR dalam bentuk persetujuan dan proses administratif di Presiden 

dalam bentuk penetapan untuk pengangkatan. Dalam hal ini, bangunan 

konstitusional yang ada adalah menghindari proses yang mengulang dari 

setiap tahapan proses. 

10. Bahwa lahirnya lembaga negara independen seperti KY juga merupakan 

bagian dari cara adopsi perspektif masyarakat sipil dengan berbagai proses 

seleksi yang termasuk diantaranya rekam jejak para hakim dan masukan 

masyarakat. Tentu, pilihan KY diharapkan menjadi pilihan yang terbaik 

sehingga usulan yang dibuat oleh KY adalah hasil yang terbaik untuk 

kemudian disetujui oleh DPR. 

11. Secara sudut pandang doctrinal, maka doktrin yang paling penting harus 

dilihat dari keseluruhan proses pemilihan ini yakni bagaimana prosesnya 

tetap harus dapat menjaminkan independensi peradilan sehingga tetap bisa 

dikatakan bebas dari campur tangan cabang kekuasaan lain. Independensi 

pada dasarnya dalam dua hal. Pertama, independen dalam mengambil 

putusan hukum dan kedua independensi secara kelembagaan. Makanya, ini 

yang dikatakan oleh misalnya PH. Lane, bahwa ada enam standard dalam 

independensi peradilan; non-political judicial appointment, in              

a guaranteed tenure and salary of the judges, in executive and legislative 

non-interference with court proceedings or office holders, in budgetary and 

administrative autonomy. Dari aspek Non-Political Judicial appointment 

diharapkan dalam proses seleksi tidak ada proses politik. Karenanya, 

seleksi dilaksanakan secara model yang lebih meryt dan model politik 

diberikan pada tahapan persetujuan.  

12. Bahwa hal ini dilakukan agar tidak ada standar-standar politik yang masuk 

dalam uji kompetensi hakim. Sistem yang dibuat secara lebih meryt dengan 
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tujuan agar semua hakim yang terpilih oleh proses di KY adalah orang-

orang yang telah memiliki kompetensi yang tinggi. Sehingga, tugas di DPR 

adalah memberikan preferensi pilihan dari segi afiliasi politik dan ideologi 

kandidat yang sudah terpilih diproses KY. Seperti pemilihan Justice Robert 

tahun 2006 di Amerika yang dengan mengundang panel ahli, advokat dan 

aktivis senior untuk menggali afiliasi politik dan ideologi kandidat. 

13. Bahwa secara sudut pandang ethical, negeri ini mengalami problem besar 

di tingkat mulai menguatnya legislatif pada semua sendi kehidupan 

bernegara. Hal yang mulai berbahaya karena salah satu semangat 

reformasi dulu adalah mengurangi kecenderungan executive heavy yang 

walau tanpa sadar pengurangannya malah membuat pendulum kekuasaan 

berayun terlalu jauh menuju legislative heavy. Karenanya, secara moral kita 

punya kewajiban untuk menyetimbangkan kembali titik berat pendulum 

kekuasaan negara yang telah berayun terlalu jauh tersebut. Tentu dengan 

mendudukkan kembali secara benar dan memberikan porsi yang pas agar 

pendulum tidak bersalin rupa menjadi bola liar bagi sistem ketatanegaraan 

Indonesia. 

14. Bahwa, secara sudut pandang Prudential yang menghitung untung-rugi dari 

pelaksanaan pemilihan yang dilakukan DPR tentu saja adalah dapat 

menghemat waktu dan pembiayaan proses seleksi yang dilakukan 

berulang-ulang oleh pemilihan dari semua calon yang dilakukan di KY dan 

pemilihan satu berbanding tiga yang dilakukan di DPR. 

15. Oleh karenanya, seharusnya praktik yang terjadi akibat bergesernya 

paradigm UUD tentang persetujuan menjadi pemilihan di UU MA dan KY 

segera diakhiri. 

2. Saldi Isra  

Proses seleksi hakim agung bertujuan menghasilkan hakim yang 

berkompeten di bidangnya. Namun lebih dari itu, hakim agung haruslah figur 

yang memiliki integritas baik, bermoral tinggi, dan mengerti perasaan keadilan 

yang hidup di masyarakat, serta bijaksana dalam memutuskan perkara yang 

seadil-adilnya. Pencarian demikian tentu saja sulit. Dari aspek hukum tata 

negara, konstitusi dan aturan perundang-undangan lainnya menjadi alat 

penting dalam merancang sebuah proses seleksi yang dapat menghasilkan 

hakim agung dengan standar tinggi. Dalam sejarah kekuasaan kehakiman 
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Amerika Serikat, misalnya, dalam Federalist Paper Nomor 78, Alexander 

Hamilton secara panjang lebar mengurai tentang pola pengisian jabatan hakim. 

Hamilton menguraikan tiga hal penting yang mesti diatur konstitusi terkait 

kekuasaan kehakiman, yaitu:  

1. Pola pengisian jabatan hakim (the mode of appointing the judges);  

2. Masa jabatan hakim (the tenure by which they are to hold their places);  

3. Pembagian kewenangan lembaga peradilan dalam lingkungan pengadilan 

yang berbeda, dan hubungan antara lembaga-lembaga tersebut (the partition of 

the judiciary authority between different courts, and their relations to each 

other). 

Dalam sejarah kekuasaan kehakiman Indonesia, dalam risalah (memorie 

van toelichting) UUD 1945, sidang Badan Penyidik Usaha Persiapan 

Kemerdekaan (BPUPK) tidak mengaji secara tegas tentang pola pengisian 

jabatan hakim, tertutama seleksi hakim. Barangkali, kekurangan itu yang 

hendak disempurnakan oleh para penyusun perubahan UUD 1945. Namun 

sayangnya, para pembentuk Undang-Undang (DPR dan Pemerintah) kemudian 

“merusak” pola yang dikehendaki konstitusi ke dalam Undang-Undang. Hal itu 

akan ahli singgung kemudian.  

Dalam konteks perbandingan, terlebih dulu izinkan saya akan 

menguraikan mengenai pola seleksi yang dianut pelbagai negara. Tom 

Ginsburg membagi 4 (empat) macam mekanisme pelantikan hakim secara 

umum, yaitu: (1) appointment by political institutions; (2) appointment by the 

judiciary itself; (3) appointment by a judicial council (which may include non-

judge members); dan (4) selection through an electoral system.  

Pola seleksi tersebut penting dipahami terlebih dulu untuk memperjelas 

gambaran mengenai pola yang patut Indonesia pilih sebagai negara yang 

menganut teori pemisahan kekuasaan dan menganut mekanisme saling 

mengawasi dan saling menyeimbangi (checks and balances). Saya akan 

menguraikan pilihan-pilihan pola seleksi hakim dan akan mengaitkannya 

dengan pola seleksi yang dikehendaki oleh UUD 1945.  

Saya berpendapat bahwa pola pengisian hakim yang melibatkan 

lembaga politik (appointment by political institutions) adalah mekanisme “klasik” 

yang sudah mulai ditinggalkan banyak negara. Dalam buku yang berjudul 

“Federal Judge, the Appointing Process”, Harold W Chase menguraikan bahwa 
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pengangkatan hakim di negara ini sarat dengan kepentingan politik. Dengan 

proses yang dilakukan berdasarkan kemauan politik, Chase menilai bahwa bila 

Presiden merupakan politikus yang baik, maka tentu saja hakim yang 

dihasilkan berpeluang besar menjadi hakim yang baik. Sulit bagi seorang 

Presiden yang berasal dari Partai Demokrat untuk memilih calon hakim yang 

baik namun merupakan pendukung Partai Republik (yang notabene-nya adalah 

pesaing Partai Demokrat). 

Model tersebut membuat Amerika bermasalah dalam proses seleksi 

hakim agungnya. Karenanya dilakukan sejumlah langkah perbaikan. Apabila 

dibaca laman American Judicature Society (www.judicialselection.us), negara 

ini melakukan perbaikan proses seleksi hakim dengan melibatkan banyak 

pihak. Tidak hanya melibatkan anggota parlemen (anggota senat dan anggota 

House of Representative), perbaikan proses seleksi hakim juga melibatkan 

gubernur negara bagian, peradilan-peradilan, bahkan juga warga negara setiap 

negara bagian ikut aktif mengkaji tentang perbaikan sisitem seleksi hakim. 

Gagasan pokok mereka adalah menjauhkan proses seleksi hakim dari banyak 

kepentingan politik.  

Kepentingan tersebut dapat menyusup melalui aturan hukum, 

kebiasaan, dan juga tradisi yang memang dirancang untuk itu. Harold Chase 

bahkan melihat proses seleksi hakim akan sulit diamati, menurut Chase proses 

demikian disebutnya “this is the process under the microscope”. Maknanya, 

seleksi hakim tidak hanya melalui proses yang tampak tetapi juga melalui 

proses di “balik layar”. Kepentingan politik mendominasi sebagian besar proses 

di balik layar tersebut.  

Kecurigaan terhadap permainan politik dalam seleksi hakim tidak hanya 

dikemukakan oleh Chase. Dalam buku berjudul “Are Judges Political”?, Cass R 

Sunstein mengungkapkan bahwa beberapa Presiden dicurigai telah melakukan 

pengaturan dalam proses pemilihan hakim. Tentu saja, tujuannya agar hakim-

hakim dapat memperlancar “misi” pemerintaha Sang Presiden. Lalu, wajar jika 

kemudian lawan politik Presiden tidak berdiam diri. Upaya pencegahan 

penempatan hakim pilihan Presiden dilakukan di pelbagai era pemerintahan.  

Pada masa pemerintahan Bill Clinton (Partai Demokrat), anggota Partai 

Republik di senat sengaja memberikan pengaruh di Senat Committee on the 

Judiciary agar kandidat hakim pilihan Presiden gagal terpilih. Caranya dengan 
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melakukan penundaan “hearing” para kandidat hakim tersebut. Seringkali 

senator Republikan itu berpendapat bahwa calon yang diajukan terlalu liberal. 

Sebaliknya, pada era George W. Bush (Partai Republik), para anggota senat 

dari Partai Demokrat berupaya untuk menggagalkan calon hakim pilihan 

Presiden Bush. Menurut Senator Demokrat calon hakim yang dipilih Presiden 

Bush terlalu konservatif. 

Kondisi itu memerlihatkan bahwa seleksi hakim di Amerika juga sarat 

kepentingan politik. Namun gagasan peradilan yang mandiri tetap menjadi 

“perbincangan utama” dalam ketatanegaran di Amerika. Itu sebabnya proses 

seleksi hakim mengalami perbaikan dari waktu ke waktu. Menurut Tom 

Ginsburg, pengaturan seleksi hakim menjadi penting dalam menjauhkan hakim 

dari intervensi politik. Melalui screening yang ketat dalam proses seleksi dan 

masa jabatan yang seumur hidup, maka Hakim Federal Amerika diharapkan 

menjauh dari kehendak politik penguasa. 

Pengalaman Jepang berbeda lagi. Masaki Abe dalam artikelnya, “The 

Internal Control of a Bureaucratic Judiciay: The Case of Japan”, menerangkan 

mengenai restorasi Jepang pada Abad ke-19. Menurutnya Jepang “memilih” 

untuk menerapkan sistem hukum Eropa Kontinental. Tujuannya untuk 

menghilangkan sistem hukum tradisional Jepang yang feodal,  yang sangat 

Prancis. Kekalahan Jepang pada Perang Dunia II mengubah hukum Jepang 

menjadi lebih “Amerika”. W.G. Beasley menjelaskan bahwa hukum Jepang 

merupakan perpaduan dua sistem hukum yang berbeda: Eropa Kontinental dan 

Anglo Amerika. Perubahan itu memengaruhi konsep kekuasaan kehakiman 

Jepang menjadi berpuncak di Mahkamah Agung. Selengkapnya Beasley 

menjelaskan bahwa contoh Amerika diikuti dalam pemisahan kekuasaan 

kehakiman dari eksekutif. Lalu, pengawasan administratif dari sistem hukum 

dipindahkan dari yang semula di Kementerian Hukum kepada Mahkamah 

Agung yang baru. Hakim Agung di Jepang merupakan jabatan yang ditentukan 

dari prestasi hakim.  

Hakim agung di MA berjumlah 15 orang yang pengawasannya dilakukan 

Sekretariat Jenderal. Para Hakim Agung dipilih dari kalangan hakim di 

pengadilan tingkat bawah, kemudian dari kalangan jaksa, lalu dari kalangan 

birokrat pemerintah, dan dari kalangan praktisi. Mereka diangkat pada umur 60 

tahun dan menjabat di MA hanya beberapa tahun. Konstitusi menyatakan 
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bahwa Ketua MA secara ritual diangkat oleh Kaisar berdasarkan rekomendasi 

Kabinet dan Hakim Agung lainnya dipilih oleh Kabinet (Pasal 6 dan Pasal 79 

Konstitusi Jepang). Namun demikian, dalam kenyataannya, Sekretariat 

Jenderal secara mendalam terlibat dalam proses pemilihan. Dalam banyak 

kasus, Kabinet memilih kandidat yang direkomendasikan Sekretariat Jenderal.  

Saya hendak melanjutkan dengan menerangkan bagian yang dirasa 

cukup penting dan berkaitan dengan kehendak Konstitusi Indonesia, yaitu: 

proses seleksi hakim yang dilakukan oleh sebuah lembaga khusus. 

Pengangkatan hakim melalui lembaga khusus (umumnya disebut judicial 

councils) terjadi di beberapa negara, seperti Prancis, Italia, dan Iraq. Tom 

Ginsburg menjelaskan bahwa keberadaan judicial councils bertujuan untuk 

menjauhkan kekuasaan kehakiman dari “tangan-tangan” politik. Demi 

terciptanya peradilan yang mandiri dan akuntabel. Ruang kekuasaan 

kehakiman perlu dijauhkan dari kepentingan politik adalah: (1) fungsi 

pengangkatan; (2) promosi; dan (3) penindakan hakim.  

Contoh yang menarik adalah Iraq. Syarat seorang hakim adalah sebagai 

berikut: (1) lulus sarjana hukum dari sekolah hukum yang “terdaftar”; (2) lulus 

dari Institut Kehakiman (judicial institute) di Baghdad berupa pelatihan selama 

dua tahun; (3) Tiga tahun pengalaman dalam praktik hukum, baik sebagai 

advokat atau petugas peradilan yang telah terdaftar di judicial institute. Selain 

itu terdapat syarat alternatif, yaitu: telah berpengalaman selama 10 tahun 

dalam bidang hukum meskipun di bawah umur 45 tahun dapat pula 

mencalonkan diri menjadi hakim. 

Di negara ini, seluruh seleksi dilakukan oleh The Higher Judicial 

Councils (HJC, Dewan Yudisial Tertinggi). HJC bertugas menominasikan 

kandidat hakim untuk kemudian dilantik oleh lembaga politik yang telah 

ditentukan. Jumlah hakim yang akan diseleksi oleh HJC berdasarkan 

kebutuhan dari pengadilan, baik berdasarkan permintaan dari Ketua 

Pengadilan maupun dugaan kebutuhan pengadilan oleh HJC itu sendiri. HJC 

akan bergerak apabila anggaran seleksi hakim telah disetujui oleh parlemen. 

Pemenuhan kebutuhan hakim berkaitan dengan kondisi ekonomi pada saat itu. 

HJC, selain berwenang menyeleksi juga memiliki kewenangan untuk 

memindahkan hakim ke peradilan-peradilan yang mereka tentukan. 
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Keberadaan Komisi Yudisial sebagai lembaga khusus yang menyeleksi 

seluruh hakim dari tingkat kekuasaan kehakiman terendah hingga yang paling 

puncak juga digagas di Indonesia. Namun hanya terkait dengan pemilihan 

puncak kekuasaan kehakiman, yaitu Hakim Mahkamah Agung. Namun di 

Indonesia terjadi penyimpangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 

Ahli akan menerangkan lebih lanjut mengenai hal itu nantinya.  

Pertanyaan yang kemudian timbul adalah bagaimana mekanisme 

seleksi hakim agung yang dianut oleh konstitusi Indonesia. Secara eksplisit 

mekanisme seleksi tidak dicantumkan dalam UUD 1945. Namun satu-satunya 

lembaga yang kemudian dilibatkan dalam proses seleksi adalah Komisi 

Yudisial, sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 

bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan 

pengangkatan hakim agung…”  

Lalu, bagaimana keterkaitannya hasil kerja Komisi Yudisial dengan 

DPR? Dalam hal ini, Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa 

calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai 

hakim agung oleh Presiden”. Kata persetujuan dalam ketentuan ini merupakan 

garis demarkasi bahwa DPR hanya sebatas menyetujui (setuju atau tidak 

setuju) dengan calon-calon yang dihasilkan dari proses di Komisi Yudisial. 

Kalau sekiranya DPR melakukan pemilihan, maka UUD 1945 akan menyebut 

dengan kata “dipilih” sebagaimana proses yang berlaku dalam pengisian 

anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan demikian, UUD 1945 tidak 

menghendaki DPR melakukan pemilihan, tetapi hanya sebatas persetujuan 

saja.  

Namun kewenangan itu kemudian ditafsirkan berbeda dalam UU Nomor 

5/2004 juncto UU Nomor 3/2009 tentang Mahkamah Agung. Pasal 8 Undang-

Undang a quo menentukan bahwa hakim agung ditetapkan oleh Presiden dari 

nama calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut ketentuan 

pada pasal yang sama calon hakim agung “dipilih” oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. Kata “dipilih” 

tersebut pada dasarnya berpotensi mereduksi peran KY dalam proses 

pemilihan hakim agung. Padahal dalam konstitusi kata itu tidak pernah ada, 

baik dalam ketentuan yang mengatur tentang Komisi Yudisial maupun DPR. 
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Sehingga kata “dipilih” tersebut merupakan kesepakatan politik DPR yang tidak 

sejalan dengan kehendak UUD 1945.  

Saya berpendapat bahwa ketika para pembentuk UUD 1945 

menghendaki sebuah komisi khusus yang memilih hakim agung maka tugas 

lembaga politik lainnya (DPR dan Presiden) adalah untuk menyetujui dan 

mengangkat calon-calon yang diajukan oleh Komisi Yudisial. Dalam bentuk 

yang jamak hal itu dipakai oleh negara-negara yang menerapkan peran 

lembaga khusus penyeleksi hakim agung, maka tugas Komisi Yudisial 

melakukan seleksi dan memilih calon yang akan diminta persetujuannya 

kepada DPR. Namun tidak ada lagi proses pemilihan di DPR. Yang ada 

hanyalah persetujuan atau tidak setuju dengan calon yang diajukkan Komisi 

Yudisial. Hal itu berguna menjauhkan kepentingan politik menyusup kepada 

lembaga kekuasaan kehakiman tanpa mengabaikan keberadaan lembaga DPR 

sebagai representasi rakyat.  

Pertanyaan berikutnya, apakah menambahkan kewenangan untuk 

memilih hakim agung kepada DPR merupakan upaya membangun mekanisme 

checks and balances? Dalam teori hukum tata negara, mekanisme checks and 

balances merupakan hubungan antara lembaga yang berada dalam posisi 

setara. Misalnya, kalau calon hakim agung diseleksi oleh pemerintah 

(presiden), dengan alasan checks and balances, maka kewenangan 

pemerintah tersebut harus mendapatkan pengecekan atau penilaian ulang dari 

DPR. Namun ketika Presiden tidak memiliki peran dalam proses seleksi, 

menjadi tidak ada pula alasan DPR guna menerapkan prinsip checks and 

balances dalam proses pengisian hakim agung. Apalagi, secara konstitusional, 

Komisi Yudisial merupakan komisi negara yang dibuat secara khusus untuk 

menyeleksi hakim agung. Karena itu, tidak tepat membenarkan kewenangan 

DPR untuk memilih calon hakim agung setelah hasil proses seleksi di Komisi 

Yudisial. 

3. Fajrul Falaakh  
Sejak awal Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan independensi 

kekuasaan kehakiman, yaitu sebagai kekuasaan negara yang terpisah dari 

cabang kekuasaan lainnya. Akan tetapi, dewasa ini politik perekrutan 

kekuasaan kehakiman atau politics of judicial recruitment  tidak memantulkan 
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independensi tersebut menyimpang dari konstitusi dan berpotensi 

menimbulkan kerugian konstitusional bagi para calon hakim agung; 

Ahli membahasnya dari dua bijakan. Yang pertama adalah standar 

internasional, dan yang kedua adalah standar konstitusional karena hal 

tersebut merupakan standar nasional. Terdapat berbagai standar internasional 

mengenai perekrutan hakim atau judicial recruitment dan sifat independen dari 

perekrutan tersebut. Code of minimum standards of judicial independence, 

misalnya dikeluarkan oleh International Bar Association tahun 1982. Kemudian 

juga Basic Principles On The Independence Of The Judiciary, menurut resolusi 

PBB tahun 1985 dan agak belakangan Beijing Statement of Principles of The 

Independence of The Judiciary In The Law Asia Region yang dikeluarkan oleh 

Law Asia.  

Kalau kita mempelajari standar internasional, maka akan kita dapatkan 

beberapa ukuran sebagai berikut: (uraian tidak berkonotasi kumulatif, tetapi 

juga tidak berkonotasi alternatif, hanya explanatory)  

1. Calon hakim dituntut memiliki integritas dan kemampuan dengan kualifikasi 

dan pelatihan yang layak.  

2. Karena itu sumber perekrutan-perekrutan bervariasi, baik dari hakim karir, 

pengacara, advokat, maupun akademisi, akan tetapi menurut standar 

internasional itu sebaiknya lebih banyak dari karir.  

3. Tidak ada satu cara tunggal untuk merekrut hakim, namun cara merekrut 

hakim harus menjamin dari motivasi yang tidak tepat, yaitu tidak ada 

diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan 

politik atau lainnya, juga tidak ada diskriminasi berdasarkan asal usul sosial, 

kekayaan, kelahiran, atau status.  

4. Jika perekrutan melibatkan eksekutif dan atau legislatif, maka pengaruh 

politik seharusnya dihindari.  

5. Seleksi melalui suatu Komisi Yudisial merupakan metode yang dapat 

diterima dengan catatan bahwa peradilan dan atau profesi hukum terlibat di 

dalam prosesnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, ini nanti 

berkorelasi dengan peran ataupun kedudukan dari Komisi Yudisial dan lebih 

khusus dari mana keanggotaan dari Komisi Yudisial itu direkrut.  

Hal tersebut di atas merupakan uraian mengenai standar internasional.  

Bagaimana dengan standar nasional dalam hal ini adalah konstitusi? 
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Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa proses perekrutan hakim 

agung melibatkan tiga lembaga, yaitu Komisi Yudisial, Dewan Perwakilan 

Rakyat, dan Presiden. Tetapi Undang-Undang Dasar 1945 menentukan 

kedudukan dan peran masing-masing terutama menentukan perekrutan 

hakim agung oleh Komisi Yudisial yang independent.  

1. Anggota Komisi Yudisial diangkat oleh Presiden dengan tujuan DPR 

sebagaimana ditentukan dengan jelas pada Pasal 24B ayat (3) Undang-

Undang Dasar 1945.  

2. Komisi Yudisial merekrut calon hakim agung dan calon hakim agung 

tersebut diusulkan kepada DPR untuk disetujui atau tidak disetujui dan 

selanjutnya diangkat oleh Presiden sebagaimana ditentukan di Pasal 24A 

ayat (3). Dengan kata lain, Komisi Yudisial merekrut calon hakim agung, 

sedangkan DPR mengkonfirmasi menyetujui atau tidak menyetujui, 

dalam istilah asing disebut confirmation by parliament.  

3. KY mengusulkan kepada Presiden untuk mengangkat calon hakim agung 

yang disetujui DPR tersebut.  

Kenyataanya setelah melihat dari standar internasional dan standar 

konstitusional, pada Tahun 2009 muncul pengaturan yang berbeda antara 

Undang-Undang Mahkamah Agung dengan Undang-Undang MD3. 

Pengaturan yang dihasilkan di dalam Undang-Undang MD3 Tahun 2009 ini 

pun diubah di dalam revisi Undang-Undang Komisi Yudisial Tahun 2011.  

Tampak bahwa badan legislasi DPR tidak melakukan fungsi 

harmonisasi rancangan Undang-Undang terkait, sehingga pengaturan 

tentang proses perekrutan hakim agung justru tidak konsisten dan menyalahi 

konstitusi sebagai berikut. Pertama, Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat 

(4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1995 tentang Mahkamah 

Agung pada prinsipnya menentukan bahwa DPR memilih calon hakim agung 

yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. Tetapi kemudian di dalam Pasal 71 

huruf p Undang-Undang MD3 Tahun 2009 dinyatakan bahwa DPR 

memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi 

Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.  

Pada tahun yang sama sudah terjadi inkonsistensi, tetapi kalau kita 

melihatnya dari posisi terakhir, yaitu Pasal 71 huruf p Undang-Undang MD3 
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masih konsisten dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sayangnya kemudian 

yang ketiga, Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang 

Komisi Yudisial menentukan bahwa untuk setiap lowongan hakim agung, 

DPR memilih dari tiga calon hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.  

Jadi yang sekarang berlangsung adalah sebagai berikut, Komisi 

Yudisial bertindak sebagai panitia seleksi tetap atau pansel tetap, kemudian 

mengajukan tiga calon untuk tiap lowongan hakim agung untuk dipilih oleh 

DPR. Setelah calon dipilih oleh DPR, KY menyampaikan hasil pilihan DPR 

untuk diangkat oleh Presiden. 

Dari uraian di atas dapat dikatakan terjadi politisasi di dalam 

perekrutan hakim agung sebanyak tiga kali. Pertama, calon hakim agung 

hasil seleksi Komisi Yudisial dipilih oleh DPR dan berarti DPR mengubah 

kewenangan untuk menyetujui calon hakim agung menjadi kewenangan 

memilih calon hakim agung. Dari hanya menyetujui, diubah atau digeser 

menjadi memilih.  

Kedua, karena Komisi Yudisial hanya mengusulkan pengangkatan 

calon hakim agung yang dipilih oleh DPR, maka KY berganti peran sebagai 

sekadar tukang posnya DPR. Kalau awalnya mengusulkan untuk disetujui 

atau tidak disetujui, dan kalau disetujui dia langsung mengirimkannya kepada 

presiden. Jadi, ada check dari DPR terhadap Komisi Yudisial. Yang 

berikutnya, rumusan di dalam peraturan perundang-undangan yang 

dimohonkan pengujian itu menyalahi komitmen konstitusional tentang 

pembentukkan KY yang independent menurut Pasal 24B ayat (3) Undang-

Undang Dasar 1945.  

Independency itu tampak dari ketentuan mengenai proses 

pembentukkannya bahwa anggota Komisi Yudisial diangkat oleh presiden 

dengan persetujuan DPR. Jadi, pembentukkan Komisi Yudisial yang 

independent adalah untuk mendukung independency kekuasaan kehakiman 

melalui perbaikan pola perekrutan hakim agung.  

Kalau sedikit saya elaborasi atau gunakan kalimat lain, sebetulnya 

dengan posisi Komisi Yudisial yang independent, yang calonnya dimajukan 

oleh presiden dengan persetujuan DPR itu, ada check and balances dengan 
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proses perekrutan hakim agung karena kemudian KY yang independent itu 

mengajukan calon untuk kemudian disetujui atau tidak disetujui.  

Jadi, titik temunya ada pada keberadaan Komisi Yudisial dengan 

peran yang mengajukan calon untuk disetujui atau tidak disetujui oleh DPR. 

Bukan lalu diubah atau digeser menjadi seperti yang sekarang dilakukan oleh 

DPR, yaitu memilih-milih dari calon yang oleh Undang-Undang ditentukan 

Komisi Yudisial harus mengajukan 3 kali lebih dari jumlah lowongan yang 

tersedia. 

 Bahwa implikasi dari perumusan yang semacam itu dan yang juga 

sudah dilakukan oleh DPR adalah sekadar contoh, dalam hal Komisi Yudisial 

menentukan calonnya itu berdasarkan ranking, misalnya  ranking 1, 2, 3, 

maka 3 calon yang sudah diurutkan ranking-nya ini berpotensi untuk 

dijungkirbalikkan karena DPR dapat memilih, lalu menihilkan makna ranking. 

Tapi masih untung karena yang diminta hanya 3 calon untuk tiap lowongan.  

Kalau kebetulan ada misalnya, 5 lowongan di Mahkamah Agung, 

kemudian Komisi Yudisial harus mengajukan 3 kali 5 berarti 15. Kewenangan 

DPR yang sekarang diatur Undang-Undang untuk dapat memilih tersebut  

memungkinkan nomor 15 langsung ditaruh menjadi nomor 1. Lalu 

menjungkirbalikkan proses seleksi oleh lembaga independent yang 

pembentukkannya sebetulnya juga dengan persetujuan DPR tadi. Dengan 

kata lain lalu menyalahi semangat, mengurangi politisasi dalam perekrutan 

hakim dalam hal eksekutif dan/atau legislatif terlibat sebagaimana 

dikemukakan oleh standar internasional tadi.   

[2.3]  Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah 

memberikan keterangan lisan dalam persidangan pada  tanggal 23 April 2013 dan 

menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 9 

Juli 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 

I. Tentang Pokok Permohonan Para Pemohon 

1. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang 

menganggap bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24A ayat (3) UUD 

1945 kewenangan DPR terkait dengan pengisian jabatan hakim agung 

adalah sebatas memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung yang 

diusulkan Komisi Yudisial, tersebut. Namun pengangkatan hakim agung 
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tersebut telah diatur secara menyimpang oleh UU MA dan UU KY dengan 

memberikan kewenangan kepada DPR untuk melakukan seleksi yang 

kemudian memilih calon hakim agung. 

2. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU MA dan Pasal 

18 ayat (4) UU KY, memberikan kewenangan kepada DPR untuk 

melakukan pemilihan terhadap calon hakim agung. Menurut Pemohon, 

ketentuan Undang-Undang a quo tersebut telah melanggar konstitusi yang 

menyatakan kewenangan DPR adalah memberikan persetujuan terhadap 

calon hakim agung yang diusulkan oleh KY sehingga memaksa KY untuk 

mengajukan jumlah calon hakim agung melebihi jumlah lowongan yang 

dibutuhkan. Di samping itu pemilihan oleh DPR berpotensi menggangu 

independensi calon hakim agung karena mereka dipilih oleh DPR yang 

merupakan lembaga politik. 

3. Bahwa singkatnya menurut para Pemohon ketentuan Pasal 8 ayat (2), ayat 

(3) dan ayat (4) UU MA dan Pasal 18 ayat (4) UU KY tersebut bertentangan 

dengan Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 

II. Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, menyatakan bahwa Pemohon adalah 

pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan 

oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: 

a. perorangan warga negara Indonesia; 

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai 

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 

c. badan hukum publik atau privat; atau 

d. lembaga negara. 

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud 

dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus 

menjelaskan dan membuktikan: 

a.  Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 

51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 



31 

 

Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2011; 

b.  Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud 

yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji; 

c.  Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai 

akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. 

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan 

kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang 

timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (vide 

Putusan Nomor 006/PUU-111/2005 dan putusan-putusan berikutnya), harus 

memenuhi 5 (lima) syarat yaitu: 

a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah 

dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; 

c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik 

(khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut 

penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 

d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan 

berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; 

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka 

kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 

Atas hal-hal tersebut di atas, kiranya perlu dipertanyakan kepentingan Para 

Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak.danlatau 

kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan Pasal 8 ayat 

(2), ayat (3) dan ayat (4) UU MA dan Pasal 18 ayat (4) UU KY. 

Terhadap kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon. Pemerintah 

menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilai dan memutuskannya. 

III. Penjelasan Pemerintah Atas Permohonan Pengujian Undang-Undang 
Yang Dimohonkan Oleh Para Pemohon 

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegakkan bahwa Indonesia adalah negara 

hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip negara 

hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang 
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merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan Iainnya untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 

Bahwa perubahan UUD 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan 

ketatanegaraan di Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan 

kehakiman (judicative power). Berdasarkan Pasal 24 UUD 1945, ditegaskan 

bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung 

dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam Iingkungan peradilan 

umum, Iingkungan peradilan agama, Iingkungan peradilan militer, Iingkungan 

peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 

Selain perubahan yang menyangkut kelembagaan penyelenggaraan 

kekuasaan kehakiman sebagaimana dikemukakan di atas, UUD 1945 telah 

mengintroduksi suatu lembaga baru yang berkaitan erat dengan 

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (judicative power) yaitu Komisi 

Yudisial. 

Komisi Yudisial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 

bahwa: "Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan 

pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka 

menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku 

hakim". Kewenangan Komisi Yudisial dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, bahwa Komisi Yudisial tersebut 

kemudian mempunyai kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan Hakim 

Agung kepada DPR dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat 

serta menjaga perilaku hakim. 

Terhadap kewenangan Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan 

hakim agung, Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa Calon hakim 

agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk 

mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung 

oleh Presiden. 

Bahwa frasa untuk mendapatkan persetujuan .. ' bermakna bahwa dapat saja 

Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui atau tidak menyetujui usulan calon 

hakim agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial untuk selanjutnya ditetapkan 

sebagai hakim agung oleh Presiden. Persetujuan juga harus dimaknai adalah 

sebagai suatu proses, mekanisme, penilaian, untuk dapat disetujui atau tidak 

dapat disetujui oleh DPR. Hal inilah yang melandasi adanya ketentuan pada 
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setiap 1 lowongan hakim agung, Komisi Yudisial mengajukan 3 (tiga) nama 

calon hakim agung dan untuk kemudian dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

1 (satu) orang dari untuk setiap lowongan. 

Bahwa UUD 1945 tidak menentukan secara rinci mengenai persyaratan calon 

hakim -agung, tahapan-tahapan pengujian pada Komisi Yudisial, jumlah calon 

hakim agung yang diusulkan kepada DPR, kesemuanya diatur lebih lanjut 

dengan UU sebagaimana di tentukan Pasal 24A ayat (5) UUD 1945. Hal ini 

merupakan legal policy atau pilihan kebijakan yang sifatnya terbuka yang 

akhirnya menentukan bahwa di dalam pemilihan calon Hakim Agung melalui 

proses-proses oleh Komisi Yudisial kemudian diserahkan kepada DPR untuk 

dilakukan fit and proper test. Ketentuan tersebut dalam rangka mendapatkan 

hakim agung yang berkualitas dan terbaik, sehingga pengisiannya memerlukan 

mekanisme dan cara-cara yang teliti, cermat, dan akurat agar diperoleh Hakim 

Agung yang memiliki integritas yang memadai. 

Bahwa Pembentuk Undang-Undang juga tidak menutup mata apabila frasa 

untuk mendapatkan persetujuan... dalam proses pemilihan hakim agung 

menggunakan mekanisme lain seperti calon yang diusulkan dengan 

perbandingan 2:1 atau bahkan 1:1, hat ini dapat diusulkan dalam proses 
legislative review. kepada pembentuk Undang-Undang. Selama mekanisme 

tersebut sesuai dengan dan/atau tidak bertentangan dengan UUD 1945 yang 

poin terpentingnya adalah perlunya keterlibatan dewan perwakilan rakyat. 
Pentingnya keterlibatan dewan perwakilan rakyat adalah sebagai kehendak 

agar dapat terwujud mekanisme checks and balances terhadap pelaksanaan 

indepedensi kekuasaan kehakiman dan cabang-cabang kekuasaan lainnya. 

Salah satu fungsi checks and balances terhadap pelaksanaan indepedensi 

kekuasaan kehakiman juga terkait dengan konsep pemisahan kekuasaan di 

antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif termasuk di dalamnya 

konsepsi independensi peradilan. 

IV. Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah 

memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi 

yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian (constitutional review) 

ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 

dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-

7 
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Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan 

putusan sebagai berikut: 

1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum; 

2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon untuk seluruhnya atau 

setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak 

dapat diterima (niet ontvankelgk verklaard); 

3. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan; 

4. Menyatakan Undang-Undang 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 

dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tidak bertentangan 

dengan Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

[2.4]  Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, DPR 

memberikan keterangan lisan  dalam persidangan pada  tanggal 23 April 2013 dan 

menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 

tanggal  21 Mei  2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: 

A. Ketentuan Undang-Undang Mahkamah Agung Dan Undang-Undang 
Komisi Yudisial Yang Dimohonkan Pengujian Terhadap Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 8 

ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Mahkamah Agung dan Pasal 18 ayat (4) UU 

Komisi Yudisial,  yang  berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 8  ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Mahkamah Agung: 

(2) Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi 

Yudisial. 

(3) Calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat 1 (satu) 

orang dari 3 (tiga) nama calon untuk setiap lowongan. 
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(4) Pemilihan calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sidang terhitung sejak tanggal 

nama calon diterima Dewan Perwakilan Rakyat. 

Pasal 18 ayat (4) UU Komisi Yudisial: 

“Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak 

berakhirnya seleksi uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 3 (tiga) calon hakim agung 

kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan hakim agung dengan tembusan 

disampaikan kepada Presiden” 

B. Hak Dan/Atau Kewenangan Konstitusional Yang Dianggap Para Pemohon 
Telah Dirugikan  

Para Pemohon dalam permohonannya, mengemukakan bahwa hak 

konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya Pasal 8 ayat 

(2), ayat (3) dan ayat (4) UU Mahkamah Agung dan Pasal 18 ayat (4) UU 

Komisi Yudisial, yang pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa mekanisme pengangkatan hakim agung dan Kewenangan DPR 

yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Mahkamah 

Agung dan 18 ayat (4) UU Komisi Yudisial telah dirumusakan secara 

berbeda dan tidak sesuai dengan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, sehingga 

menimbulkan ketidakpastian hukum bagi warga negara Indonesia yang 

hendak menggunakan hak konstitusionalnya untuk menjadi hakim agung. 

2. Bahwa bahwa perumusan Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU 

Mahkamah Agung dan 18 ayat (4) UU Komisi Yudisial telah memberikan 

kewenangan kepada DPR untuk memilih calon hakim agung, bukan 

meneyetujui calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.  

3. Berdasarkan hal tersebut para Pemohon berpendapat ketentuan Pasal 8 

ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Mahkamah Agung dan Pasal 18 ayat (4) 

UU Komisi Yudisial bertentangan dengan UUD 1945.  

C. Keterangan DPR RI 

I. Kedudukan Hukum (Legal Standing) 
Mengenai kedudukan hukum para Pemohon a quo, DPR 

berpandangn bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih 
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dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak 

dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya 

ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam 

mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan 

konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang 

dimohonkan untuk diuji. 

Terhadap kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, DPR 

menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah 

Konstitusi yang mulya untuk mempertimbangkan dan menilai apakah 

Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak 

sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang 

Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007. 

II. Pengujian  UU Mahkamah Agung dan UU Komisi Yudisial 

Terhadap pandangan-pandangan para Pemohon dalam Permohonan 

a quo, DPR memberi keterangan sebagai berikut: 

1. Bahwa Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menegaskan kekuasaan 

kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 

Mahkamah Agung yang didalamnya terdapat hakim-hakim agung 

adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang membawahi 

badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan 

peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan 

tata usaha negara. 

2. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyatakan 

kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-

Undang Dasar. Salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat 

dalam bidang Kekuasaan Kehakiman, Khususnya dalam hal 

pengangkatan Hakim Agung telah diatur dalam ketentuan Pasal 24A 

ayat (3) dan Pasal 24B ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyebutkan 

sebagai berikut: 
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Pasal 24A ayat (3): 

“Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya 

ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”. 

Pasal 24B ayat (1) 

“Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan 

pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam 

rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, 

serta perilaku  hakim”. 

3. Bahwa Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 telah 

mengatur secara umum dan tegas  mekanisme  pengangkatan Hakim 

Agung  yaitu diusulkan oleh Komisi Yudisal kepada DPR RI untuk 
mendapatkan Persetujuan kemudian ditetapkan sebagai Hakim 
Agung oleh Presiden.  

4. Bahwa frasa “untuk mendapatkan persetujuan DPR” terhadap calon 

hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dalam Pasal 24A ayat 

(3) UUD 1945, bermakna DPR mempunyai kewenangan konstitusional 

untuk dapat memberikan persetujuan atau tidak dapat memberikan 

persetujuan terhadap calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi 

Yudisial. Oleh karenanya terhadap calon yang diusulkan oleh Komisi 

Yudisial tidak serta merta harus disetujui oleh DPR, harus ada proses 

penilaian dan/atau pemilihan untuk dapat disetujui atau tidak disetujui 

oleh DPR.  

5. Bahwa Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B ayat (1)  UUD 1945 hanya 

mengatur hal-hal yang bersifat umum, pasal-pasal a quo tidak mengatur 

hal-hal yang bersifat lebih teknis mengenai mekanisme pengusulan 

hakim agung oleh Komisi Yudisial kepada DPR, misalnya menentukan 

secara tegas batasan jumlah calon hakim agung yang dapat diusulkan 

oleh Komisis Yudisial kepada DPR yang kemudian akan dipilih untuk 

disetujui, menentukan jangka waktu proses mulai dari pencalonan 

sampai dengan penetapan calon hakim agung, dan meknisme kerja 

mendapatkan persetujuan DPR terhadap calon hakim agung yang 
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diusulkan Komisi Yudisial. Oleh karenanya menurut pandangan DPR 

hal-hal tersebut adalah menjadi legal policy pembentuk Undang-Undang 

untuk mengaturnya dalam Undang-Undang, sebagaimana diamanahkan 

Pasal 24A ayat (5) UUD Tahun 1945 yang berbunyi “Susunan, 

kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara  Mahkamah Agung serta 

badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang”. 

6. Bahwa untuk melaksanakan amanah ketentuan Pasal 24A ayat (3) 

juncto Pasal 24A ayat (5) juncto Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, maka 

DPR bersama dengan Pemerintah telah membentuk UU Mahkamah 

Agung dan UU Komisi Yudisial yang didalamnya mengatur secara 

teknis mekanisme pengangkatan calon hakim agung yaitu sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU 

Mahkamah Agung dan Pasal 18 ayat (4) UU Komisi Yudisial,  yang  

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 8  ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Mahkamah Agung: 

(1) Hakim agung ditetapkan oleh Presiden dari nama calon yang 

diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

(2) Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh 

Komisi Yudisial. 

(3) Calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat 1 (satu) orang dari 3 (tiga) nama calon untuk setiap 

lowongan. 

(4) Pemilihan calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sidang terhitung sejak 

tanggal nama calon diterima Dewan Perwakilan Rakyat. 

Pasal 18 ayat (4) UU Komisi Yudisial: 

“Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak 

berakhirnya seleksi uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 3 (tiga) calon hakim 

agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan hakim agung 

dengan tembusan disampaikan kepada Presiden” 
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7. Bahwa menurut pendapat DPR, ketentuan Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan 

ayat (4) UU Mahkamah Agung dan Pasal 18 ayat (4) UU Komisi Yudisial 

telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B ayat 

(1) UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa pengusulan calon hakim 

agung dilakukan oleh Komisi Yudisial dan terhadap calon-calon hakim 

agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial tersebut, DPR mempunyai 

kewenangan konstitusioal untuk menilai dan/atau memilih guna disetujui 

menjadi hakim agung. 

8. Bahwa DPR juga berpendapat, ketentuan Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan 

ayat (4) UU Mahkamah Agung dan Pasal 18 ayat (4) UU Komisi Yudisial 

sama sekali tidak menghalangi Hak Konstitusional para Pemohon untuk 

menjadi hakim agung selama yang bersangkutan memenuhi 

persyaratan sebagai calon hakim agung sebagaimana diatur dalam 

Pasal 7 UU Mahkamah Agung, kemudian diusulkan oleh Komisi Yudisial 

dan tentunya setelah disetujui oleh DPR untuk ditetapkan sebagai 

hakim agung oleh Presiden. 

9. Bahwa  berdasarkan uraian di atas DPR RI berpandangan ketentuan  

Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Mahkamah Agung dan Pasal 

18 ayat (4) UU Komisi Yudisial tidak bertentangan dengan 24A ayat (3) 

dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 

Dengan demikian DPR memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Konstitusi 

memberikan amar putusan sebagai berikut: 

1. Menyatakan Keterangan DPR diterima untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan ketentuan Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Mahkamah 

Agung dan Pasal 18 ayat (4) UU Komisi Yudisial tidak bertentangan dengan 

24A ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 

3. Menyatakan ketentuan Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Mahkamah 

Agung dan Pasal 18 ayat (4) UU Komisi Yudisial tetap memiliki kekuatan 

hukum mengikat. 

[2.5]  Menimbang bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis 

bertanggal 23 Mei  2013, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 

Mei  2013, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya; 
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[2.6]  Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, 

segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara 

persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan 

putusan ini. 

3. PERTIMBANGAN HUKUM 

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon 

adalah memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat 

(4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4958, selanjutnya disebut UU MA) dan Pasal 18 ayat 

(4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5250, selanjutnya disebut UU KY), terhadap Pasal 24A 

ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); 

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, 

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan 

mempertimbangkan: 

a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; dan 

b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk  mengajukan  permohonan  

a quo; 

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:  

Kewenangan Mahkamah 

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 

ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya 
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disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada 

tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-

Undang terhadap Undang-Undang Dasar; 

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena yang dimohonkan pengujian oleh para 

Pemohon adalah Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU MA dan Pasal 18 ayat 

(4) UU KY, terhadap Pasal 24A ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka 

Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; 

Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon 

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat 

mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah 

mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang 

diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: 

a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang 

mempunyai kepentingan sama); 

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang diatur dalam Undang-Undang; 

c. badan hukum publik atau privat; atau 

d. lembaga negara; 

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 

1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: 

a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 

(1) UU MK; 

b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 

1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan 

pengujian; 

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah 
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Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-

putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan 

konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus 

memenuhi lima syarat, yaitu: 

a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh 

UUD 1945; 

b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap 

dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 

c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau 

setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan 

akan terjadi; 

d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud 

dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka 

kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 

[3.7]  Menimbang bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang 

mempunyai kepedulian dan hak konstitusional untuk berpartisipasi dalam 

menegakkan hukum secara nyata dengan menjadi hakim agung pada Mahkamah 

Agung (MA); 

[3.8]  Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan telah dirugikan dengan 

berlakunya Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU MA, dan Pasal 18 ayat (4) 

UU KY yang menyatakan: 

• Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU MA: 

(2) Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi 

Yudisial. 

 (3) Calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat 1 (satu) 

orang dari 3 (tiga) nama calon untuk setiap lowongan. 

(4) Pemilihan calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sidang terhitung sejak tanggal 

nama calon diterima Dewan Perwakilan Rakyat. 
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• Pasal 18 ayat (4) UU KY yang menyatakan: 

Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak 

berakhirnya seleksi uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi 

Yudisial menetapkan dan mengajukan 3 (tiga) calon hakim agung kepada DPR 

untuk setiap 1 (satu) lowongan hakim agung dengan tembusan disampaikan 

kepada Presiden. 

yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 

28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: 

•  Pasal 24A ayat (3): 

Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai 

hakim agung oleh Presiden. 

•  Pasal 28D ayat (1): 

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 

hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 

dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: 

a. Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang mempunyai kepedulian 

dan hak konstitusional untuk berpartisipasi dalam menegakkan hukum secara 

nyata, dengan menjadi hakim agung di Mahkamah Agung (MA); 

b. Bahwa untuk melaksanakan hak konstitusionalnya tersebut, para Pemohon 

pernah mendaftar dan dinyatakan lulus pada beberapa tahapan seleksi yang 

dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY). Pemohon II sudah beberapa kali 

mengikuti seleksi yang sama dan telah diusulkan oleh KY kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan, akan tetapi oleh 

karena dalam UU MA memberikan wewenang kepada DPR untuk memilih 

calon hakim yang diusulkan oleh KY, DPR bukannya memberikan persetujuan 

sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, tetapi 

melakukan pemilihan, sehingga Pemohon II tidak dipilih oleh DPR; 

c. Bahwa Undang-Undang yang menjadi objek permohonan para Pemohon telah 

memberikan kewenangan kepada DPR untuk memilih calon hakim agung 

yang sudah dinyatakan lolos dan diusulkan oleh KY telah merugikan hak 

konstitusional Pemohon II yang juga berpotensi merugikan hak konstitusional 

Pemohon I dan Pemohon III apabila mendaftarkan diri kembali sebagai calon 
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hakim agung karena para Pemohon akan berhadapan dengan ketidakpastian 

hukum dalam pengisian lowongan hakim agung; 

[3.9]  Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut di atas, 

menurut Mahkamah, para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai warga negara 

Indonesia yang memiliki hak konstitusional dan hak konstitusionalnya tersebut 

dapat dirugikan dengan berlakunya Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU MA, 

dan Pasal 18 ayat (4) UU KY. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki kedudukan 

hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; 

[3.10]  Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili 

permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) 

untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan 

mempertimbangkan pokok permohonan; 

Pendapat Mahkamah 

Pokok Permohonan 

[3.11]  Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 

8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU MA, dan Pasal 18 ayat (4) UU KY yang 

menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 28D 

ayat (1) UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: 

a. Mekanisme pengangkatan hakim agung dan kewenangan DPR dalam UU MA 

dan UU KY yang diuji oleh para Pemohon telah dirumuskan secara berbeda 

dan tidak sesuai dengan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, sehingga menimbulkan 

ketidakpastian hukum bagi warga negara Indonesia yang hendak 

menggunakan hak konstitusionalnya untuk menjadi hakim agung, khususnya 

para Pemohon; 

b. Keterlibatan DPR dalam pengangkatan hakim agung memang diatur dalam 

UUD 1945, akan tetapi keterlibatan DPR tersebut hanya dalam bentuk 

memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung yang diajukan oleh KY 

sebelum ditetapkan oleh Presiden sebagai hakim agung, bukan dalam bentuk 

memilih calon hakim; 

c. Kewenangan DPR untuk memilih calon hakim agung merupakan pelanggaran 

serius terhadap konstitusi karena mekanisme pengangkatan hakim agung yang 
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melibatkan DPR telah diatur secara menyimpang oleh Pasal 8 ayat (2), ayat (3) 

dan ayat (4) UU MA dan Pasal 18 ayat (4) UU KY dari Pasal 24A ayat (3) UUD 

1945, dan juga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap para Pemohon 

dan hak setiap warga negara Indonesia; 

d. Mekanisme calon hakim agung yang dipilih oleh DPR berpotensi mengganggu 

independensi peradilan, karena hal tersebut memungkinkan bagi DPR menolak 

calon-calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dengan alasan 

tidak memenuhi jumlah yang disyaratkan oleh UU MA dan UU KY, atau DPR 

memilih calon hakim agung yang dapat melindungi kepentingan partai politik 

tertentu, dan juga membuka kesempatan kepada DPR untuk mengulang 

kembali proses seleksi yang sudah dilakukan oleh KY; 

e. Pola pemilihan calon hakim agung yang dilakukan oleh DPR, menimbulkan 

konsekuensi kepada KY untuk mengajukan calon hakim agung Iebih dari 

jumlah calon hakim agung yang dibutuhkan, yang mengharuskan KY 

mengajukan 3 (tiga) calon hakim agung kepada DPR untuk setiap lowongan 

hakim agung. Dalam praktiknya hal tersebut cukup menyulitkan KY untuk 

memenuhi jumlah calon hakim agung yang harus diajukan melebihi dari jumlah 

hakim agung yang dibutuhkan, sehingga mengganggu proses rekrutmen hakim 

agung itu sendiri; 

[3.12]  Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya para Pemohon 

mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7, 

serta ahli yaitu Zainal Arifin Mochtar, Saldi Isra, dan Fajrul Falaakh yang 

keterangan selengkapnya termuat  pada bagian Duduk Perkara; 

[3.13]  Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah 

telah mendengar keterangan secara lisan dan membaca keterangan tertulis 

Pemerintah dan DPR yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: 

‐ Bahwa frasa “untuk mendapatkan persetujuan” bermakna dapat saja DPR 

menyetujui atau tidak menyetujui usulan calon hakim agung yang diajukan oleh 

KY untuk selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. 

Persetujuan juga harus dimaknai sebagai suatu proses, mekanisme, penilaian, 

untuk dapat disetujui atau tidak dapat disetujui oleh DPR. Hal inilah yang 

melandasi adanya ketentuan pada setiap satu lowongan hakim agung, KY 
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mengajukan tiga nama calon hakim agung dan untuk kemudian dipilih oleh 

DPR satu orang untuk setiap lowongan; 

‐ Pentingnya keterlibatan DPR adalah sebagai kehendak agar dapat terwujud 

mekanisme checks and balances terhadap pelaksanaan indepedensi 

kekuasaan kehakiman dan cabang-cabang kekuasaan lainnya; 

‐ Pengusulan calon hakim agung dilakukan oleh KY terhadap calon-calon hakim 

agung, DPR mempunyai kewenangan konstitusioal untuk menilai dan/atau 

memilih guna disetujui menjadi hakim agung; 

‐ Pasal-pasal yang diuji oleh para Pemohon sama sekali tidak menghalangi hak 

konstitusional para Pemohon untuk menjadi hakim agung selama yang 

bersangkutan memenuhi persyaratan sebagai calon hakim agung sebagaimana 

diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yang kemudian 

diusulkan oleh KY dan tentunya setelah disetujui oleh DPR untuk ditetapkan 

sebagai hakim agung oleh Presiden; 

[3.14]   Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permasalahan 

konstitusional yang harus dinilai dan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah 

apakah kewenangan DPR dalam proses pemilihan hakim agung hanya menyetujui 

atau menolak calon yang diajukan oleh KY atau DPR juga melakukan pemilihan 

atas beberapa calon hakim agung dari beberapa calon yang diajukan oleh KY 

sebagaimana diatur dalam kedua Undang-Undang a quo?; 

[3.15]  Menimbang bahwa terhadap permasalahan konstitusional yang diajukan 

oleh para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 

[3.15.1]  Bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menentukan, “Kekuasaan 

kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Kekuasaan kehakiman tersebut 

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di 

bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Norma konstitusi tersebut 

menegaskan dan memberi jaminan konstitusional kemerdekaan pelaku kekuasaan 

kehakiman dalam menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan 

keadilan. Kekuasaan kehakiman yang merdeka melekat baik pada lembaga 

peradilan sebagai institusi maupun pada hakim, termasuk hakim agung dan hakim 

konstitusi sebagai individu-individu yang menjalankan kekuasaan kehakiman. 
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Salah satu cara untuk menjamin independensi lembaga peradilan maupun hakim, 

UUD 1945 mengatur sedemikian rupa proses dan mekanisme pengisian jabatan 

hakim agung, yaitu dengan menyerahkan pengusulan calon hakim agung kepada 

suatu organ konstitusional yang independen yaitu KY yang dibentuk berdasarkan 

UUD 1945. Latar belakang pemberian kewenangan pengusulan calon hakim 

agung kepada KY, tidak terlepas dari pengalaman pengangkatan hakim agung 

sebelum perubahan UUD 1945 berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1985 tentang Mahkamah Agung yang menentukan bahwa hakim agung diangkat 

oleh Presiden selaku Kepala Negara dari calon yang diusulkan oleh DPR yaitu 

diusulkan masing-masing dua calon untuk satu posisi hakim agung. Mekanisme 

tersebut dianggap tidak memberi jaminan independensi kepada hakim agung, 

karena penentuan hakim agung akan sangat ditentukan oleh Presiden dan usul 

DPR yang kedua-duanya adalah lembaga politik. Perubahan UUD 1945 

dimaksudkan, antara lain, memberikan jaminan independensi yang lebih kuat 

kepada hakim agung, dengan menentukan mekanisme pengusulan hakim agung 

yang dilakukan oleh suatu lembaga negara yang independen pula, sehingga 

pengaruh politik dalam proses penentuan hakim agung dapat diminimalisasi. 

Dalam hal ini, UUD menghendaki adanya peran minimal kekuatan politik dari 

lembaga politik untuk menentukan hakim agung, agar hakim agung benar-benar 

independen. 

[3.15.2]  Bahwa dalam putusan Mahkamah Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 

Agustus 2006, Mahkamah mempertimbangkan, antara lain, “... di samping 

lembaga-lembaga negara yang bersifat utama, atau yang biasa disebut sebagai 

lembaga tinggi negara seperti dimaksud di atas, dalam UUD 1945 juga diatur 

adanya lembaga-lembaga negara yang bersifat konstitusional lainnya seperti 

Komisi Yudisial, Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, bank sentral, 

komisi pemilihan umum, dewan pertimbangan presiden, dan sebagainya. Namun, 

pengaturan lembaga-lembaga tersebut dalam UUD 1945, tidaklah dengan 

sendirinya mengakibatkan lembaga-lembaga negara yang disebutkan dalam UUD 

1945 tersebut, termasuk Komisi Yudisial, harus dipahami dalam pengertian 

lembaga (tinggi) negara sebagai lembaga utama (main organs). Komisi Yudisial 

sebagai lembaga negara tidaklah menjalankan salah satu fungsi kekuasaan 

negara sebagaimana yang secara universal dipahami. Sebagai komisi negara, 

sifat tugas Komisi Yudisial terkait dengan fungsi kekuasaan kehakiman, yaitu 
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dalam hubungan dengan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam 

rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku 

hakim. Oleh karena itu, keberadaan komisi negara yang demikian biasa disebut 

sebagai ‘auxiliary state organs’ atau ‘auxiliary agencies’ yang menurut istilah yang 

dipakai oleh Soetjipno sebagai salah seorang mantan anggota PAH I BP MPR 

dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Mei 2006, Komisi 

Yudisial merupakan ‘supporting element’ dalam sistem kekuasaan kehakiman 

(vide Berita Acara Persidangan tanggal 10 Mei 2006). Namun, oleh karena 

persoalan pengangkatan hakim agung dan persoalan kehormatan, keluhuran 

martabat, dan perilaku hakim itu dianggap sangat penting, maka ketentuan 

mengenai hal tersebut dicantumkan dengan tegas dalam UUD 1945. Kedudukan 

Komisi Yudisial ditentukan pula dalam UUD 1945 sebagai komisi negara yang 

bersifat mandiri, yang susunan, kedudukan, dan  keanggotaannya diatur dengan 

undang-undang tersendiri, sehingga dengan   demikian komisi negara ini tidak 

berada di bawah pengaruh Mahkamah Agung ataupun dikendalikan oleh cabang-

cabang kekuasaan lainnya”. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kedudukan KY 

yang mandiri sebagai suatu komisi negara yang tidak berada di bawah pengaruh 

Mahkamah Agung ataupun tidak dikendalikan oleh cabang kekuasaan negara 

lainnya menjadi sangat penting untuk menentukan calon hakim agung; 

[3.15.3]  Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi 

Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang 

Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250, selanjutnya disebut 

UU KY), pada konsiderans (Menimbang), huruf b menyatakan, “Komisi Yudisial 

mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman 

yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap 

hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan 

keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim”; 

[3.15.4] Bahwa peranan penting KY dalam usaha mewujudkan kekuasaan 

kehakiman yang merdeka seperti yang tercantum dalam UU KY tersebut di atas, 

mempunyai wewenang dan tugas yang ditentukan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 

UU KY sebagai berikut: 
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Pasal 13 
Komisi Yudisial mempunyai wewenang:  

a. mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah 

Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;  

b. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku 

hakim;  

c. menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama 

dengan Mahkamah Agung; dan  

d. menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku 

Hakim.  

Pasal 14 
(1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13    

huruf a, Komisi Yudisial mempunyai tugas: 

a. melakukan pendaftaran calon Hakim Agung; 

b. melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung; 

c. menetapkan calon Hakim Agung; dan 

d. mengajukan calon Hakim Agung ke DPR. 

[3.15.5] Bahwa dalam hal menjaring calon hakim agung, KY melakukan 

serangkaian seleksi administrasi dan seleksi terhadap kualitas dan kepribadian 

seperti yang ditentukan dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 UU KY yang juga 

ikut melibatkan masyarakat. Dari ketentuan tersebut di atas, sangat jelas KY 

mempunyai tugas yang berat dalam menjaring calon hakim agung yang berkualitas 

yang diyakini mempunyai integritas yang tinggi terhadap penegakan hukum dan 

keadilan di Indonesia; 

[3.15.6]  Bahwa penjaringan calon hakim agung  melalui seleksi  yang sangat 

ketat yang dilakukan oleh KY dalam mencari hakim agung yang berintegritas dan 

berkualitas, menurut Mahkamah telah sesuai dengan yang diamanatkan oleh UUD 

1945 khususnya Pasal 24A ayat (2) yang menyatakan, “Hakim agung harus 

memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan 

berpengalaman di bidang hukum”. 

[3.15.7]  Bahwa pengusulan calon hakim agung kepada DPR untuk mendapatkan 

persetujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, 

yang menyatakan, “Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan 
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Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan 

sebagai hakim agung oleh Presiden”, merupakan pengusulan calon hakim agung 

yang sudah melalui proses penyeleksian yang sangat ketat sebagaimana yang 

telah diuraikan di atas, namun hal tersebut tidak sinkron ketika pengaturan lebih 

lanjut dari Pasal  24A  ayat (3) UUD 1945 tersebut yaitu dalam Pasal 8 ayat (2) UU 

MA yang menyatakan, “Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi 

Yudisial”, karena DPR sebagai lembaga politik bukan lagi memberikan persetujuan 

kepada calon hakim agung yang diusulkan oleh KY, namun DPR memilih nama 

calon hakim agung yang diusulkan KY tersebut, yang kemudian melakukan fit and 

proper test seperti yang sudah dilakukan oleh KY, ditambah lagi dengan 

wawancara yang dilakukan oleh DPR terhadap calon hakim agung untuk  menguji 

penguasaan ilmu hukumnya; 

[3.15.8]  Bahwa dalam risalah pembahasan perubahan UUD 1945, khususnya 

mengenai pembentukan KY dapat dibaca dengan jelas bahwa tujuan 

pembentukan KY yang mandiri adalah dalam rangka melakukan rekrutmen 

terhadap hakim agung yang akan diusulkan kepada DPR untuk disetujui dan 

ditetapkan oleh Presiden. Hal tersebut, sebagaimana diungkapkan oleh Agun 

Gunanjar Sudarsa (anggota PAH 1 BP MPR) dalam Rapat Pleno ke-38 PAH I BP 

MPR, tanggal 10 Oktober 2001, antara lain menyatakan, “... dalam Pasal 24B ini, 

kami menyatakan bahwa hakim agung diangkat dan diberhentikan dengan 

persetujuan DPR atas usul Komisi Yudisial. Nah, sehingga dengan kata-kata 

‘dengan persetujuan DPR’, DPR itu tidak lagi melakukan fit and proper test, DPR 

tidak lagi melakukan proses seleksi, tetapi DPR hanya memberikan persetujuan 

atau menolak sejumlah calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial. 

Kembali kami menekankan, agar kekuasaan kehakiman yang merdeka itu tidak 

terintervensi oleh kepentingan-kepentingan politik”. Catatan risalah perubahan 

UUD 1945, menjelaskan dengan sangat gamblang makna dan kandungan Pasal 

24A ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Hakim agung diusulkan Komisi 

Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan 

selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”. Dengan demikian, 

posisi DPR dalam penentuan calon hakim agung sebatas memberi persetujuan 

atau tidak memberi persetujuan atas calon hakim agung yang diusulkan oleh KY, 

dan DPR tidak dalam posisi untuk memilih dari beberapa calon hakim agung yang 
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diusulkan oleh KY sebagaimana diatur dalam Undang-Undang a quo. Hal itu 

dimaksudkan agar ada jaminan independensi hakim agung yang tidak dapat 

dipengaruhi oleh kekuatan politik atau cabang kekuasan negara lainnya; 

[3.16]  Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut 

Mahkamah, Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU MA, serta Pasal 18 ayat (4) 

UU KY, telah menyimpang atau tidak sesuai dengan norma Pasal 24A ayat (3) 

UUD 1945, karena ketentuan tersebut telah mengubah kewenangan DPR dari 

hanya “memberikan persetujuan” menjadi kewenangan untuk “memilih” calon 

hakim agung yang diajukan oleh KY. Demikian juga, ketentuan dalam kedua 

Undang-Undang a quo, yang mengharuskan KY untuk mengajukan tiga calon 

hakim agung untuk setiap lowongan hakim agung, juga bertentangan dengan 

makna yang terkandung dalam Pasal 24A ayat (3) UUD 1945. Agar ketentuan 

kedua Undang-Undang a quo, tidak menyimpang dari norma UUD 1945, menurut 

Mahkamah kata “dipilih” oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pasal 8 ayat (2) 

dan ayat (3) harus dimaknai “disetujui” oleh Dewan Perwakilan Rakyat serta kata 

“pemilihan” dalam ayat (4) UU MA harus dimaknai sebagai “persetujuan”. 

Demikian juga frasa “3 (tiga) nama calon”  yang termuat dalam Pasal 8 ayat (3) UU 

MA dan Pasal 18 ayat (4) UU KY harus dimaknai “1 (satu) nama calon”, sehingga 

calon hakim agung yang diajukan oleh KY kepada DPR hanya satu calon hakim 

agung untuk setiap satu lowongan hakim agung untuk disetujui oleh DPR; 

[3.17]  Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di 

atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon beralasan menurut hukum;  

4. KONKLUSI 

           Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di 

atas, Mahkamah berkesimpulan: 

[4.1]   Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; 

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk 

mengajukan permohonan a quo; 

[4.3] Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum; 

 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5076). 

5. AMAR PUTUSAN 

Mengadili, 
Menyatakan: 

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 

1.1 Kata “dipilih” dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3)  Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2009  tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4958) bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 

“disetujui”; 

1.2 Kata  “dipilih” dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2009  tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4958) tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat sepanjang tidak dimaknai “disetujui”; 

1.3 Kata  “Pemilihan”  dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2009  tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4958) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 

“persetujuan”; 
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1.4 Kata  “Pemilihan”  dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2009  tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4958) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 

sepanjang tidak dimaknai “persetujuan”; 

1.5 Frasa “3 (tiga) nama calon”  dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2009  tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4958) bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai    

“1 (satu) nama calon”; 

1.6 Frasa “3 (tiga) nama calon”  dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2009  tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4958) tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat sepanjang tidak dimaknai “1 (satu) nama calon”; 

1.7 Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2009  tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4958) selengkapnya menjadi: 
(2)  Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui  

oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh 

Komisi Yudisial. 

(3)  Calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui  oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat 1 (satu) orang dari 1 (satu) nama calon untuk 

setiap lowongan. 

(4)  Persetujuan calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sidang terhitung sejak 

tanggal nama calon diterima Dewan Perwakilan Rakyat. 
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2. Frasa “3 (tiga) calon” dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 

tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “1 (satu) calon”; 

3. Frasa “3 (tiga) calon”  Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang  

Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “1 (satu) 

calon”; 

4. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang  Komisi Yudisial 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) selengkapnya menjadi, 

“Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak 

berakhirnya seleksi uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi 

Yudisial menetapkan dan mengajukan 1 (satu) calon hakim agung kepada 

DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan hakim agung dengan tembusan 

disampaikan kepada Presiden”. 

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 

sebagaimana mestinya; 

 Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang       

dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua 

merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, 

Muhammad Alim, Maria Farida Indrati,  Harjono, Anwar Usman, dan Arief Hidayat, 

masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal delapan, bulan Juli, 
tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah 

Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sembilan, bulan 
Januari, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 16.15 WIB, oleh 

delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap 

Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida 
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Indrati, Harjono, Anwar Usman, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai 

Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, 

dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.  

KETUA, 
 

ttd. 

Hamdan Zoelva 

ANGGOTA-ANGGOTA,  

ttd. 

Arief Hidayat 

ttd. 

Ahmad Fadlil Sumadi  

ttd. 

Muhammad Alim 

ttd. 

Maria Farida Indrati 

ttd. 

Harjono 

ttd. 

Anwar Usman 

ttd. 

Patrialis Akbar 

Panitera Pengganti, 

ttd 

Saiful Anwar 
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